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KEPUTUSAN IJTIMA’ KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR
TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

ABSTRAK
AHMAD IMAM ROZI
NIM 1817302004

Jurusan lImu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Nikah siri atau nikah tidak dicatat merupakan isu hukum keluarga
kontemporer yang masih dipraktikkan oleh masyarakat khususnya pada
masyarakat Jawa Timur. Praktik nikah siri memiliki dampak yang cukup besar
bagi pesangan nikah, khususnya bagi istri dan anak. Pernikahan jenis ini tidak
memiliki kekuatan hukum. Suami bisa saja menceraikan istri, dan meninggalkan
kewajibannya terhadap anak dan istrinya. Seperti yang terjadi pada masyarakat
Jawa Timur, istri yang di nikah siri banyak yang ditinggalkan begitu saja oleh
suami tanpa diberi nafkah. Sehingga mereka bingung untuk meminta cerai gugat
karena suami tidak jelas keberadaannya.

Penelitian in1i membahas tentang Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-
Jawa timur Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri Perspektif Hukum
Keluarga Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif karena mengkaji
dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan fatwa mengenai tata cara cerai
istri dalam nikah siri. pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,
dalam hal ini adalah Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Se-Jawa Timur
Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri.

Metode istinbat al-hukmi yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Jawa
Timur adalah metode gauli. Yakni, istinbat hukum yang digunakan oleh ulama
dalam perumusan masalah agama dengan mempelajari masalah yang dihadapi,
kemudian mencari jawabannya pada pada sumber dan kitab sahih dengan
mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya. Nikah siri statusnya adalah
perbuatan melanggar hukum, karena tidak mentaati undang-undang yang berlaku.
Meskipun nikah sirri tetap sah secara syariat, namun perbuatan tersebut tidak
dapat dibenarkan, karena tidak mendapat perlindungan hukum dan banyak
memberikan dampak negatif; khususnya bagi pihak perempuan dan anak yang
dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kemudian bagi wanita yang hendak
memutuskan perkawinan siri sebab ditinggal dan tidak dinafkahi oleh suaminya,
maka harus melangsungkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu,
selanjutnya hakim memutuskan ikatan perkawinan mereka.

Kata kunci : Istinbat al-hukmi, Komisi Fatwa MUI, Talak Bagi Pelaku Nikah

Siri
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Siapakah orang yang paling bahagia ?

Orang yang membuat orang lain bahagia.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan

beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

o ba B be

. ta T te

& sa $ es (dengan titik di atas)
z jim J je

. ha h ha (dengan titik di bawah)
. kha Kh ka dan ha

5 dal D de

3 zal Z zet (dengan titik di atas)
J ra R er

5 za 7 zet

y sin S es

r syin Sy es dan ye
o sad $ es (dengan titik di bawah)
= dad d de (dengan titik di bawah)
5 ta t te (dengan titik di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain koma terbalik keatas




i gain G Ge
) fa F Ef
3 qaf Q Ki
5| kaf K Ka
J lam L El
. mim M Em
3 nun N En
P wawu W We
N ha H Ha
. hamzah ' Apostrof
& ya W Ye
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
z fathah A A
= Kasrah | I
_* damah U U

Contoh: £ - kataba

Ja-e - fa‘ala

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

LA - yazhabu

PP

s -su'ila

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Nama

Gabungan

Nama




Huruf Huruf
G+ 6 Fathah dan ya Ai adani
3+ 6 Fathah dan Au adanu
wawu

Contoh: S -

kaifa
J;A — haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
\ a dan garis di
S, fathah dan alif r
= A atas
&.... i dan garis di
- Kasrah dan ya _
1 atas
damah dan u dan garis di
5 L
e - wawu U atas
Contoh:
JG6 - gala J2 - gila
5 - rama Jsi - yaqiilu

4. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua:
1) Ta marbitah hidup
ta marbitah yang hidup atau mendapatkan harakatfathah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah /t/.
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2) Ta marbutah mati
Ta marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:
Jub Y 4o, . Raudah al-Atfal
)9l 2yl : al-Madinah al-Munawwarah
o : Talhah

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

3, - rabbana

J% - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif
lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
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dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf
syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

J= - al-rajulu

4l - al-galamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal Js1 Akala
Hamzah di tengah il ta’khuziina
Hamzah di akhir 253 an-nau’u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:
S I ob Al Ol : Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
Ol J:Q\ 52 9l0 . fa aufii al-kaila waal-mizan
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9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:
gy VI a2 Leg : Wa ma Muhammadun illda rasil.
et 33U ol il : Wa lagad raahu bi al-ulfuq al-mubin
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HR
KHI
No
PA
PP
QS
RA
RI
SAW
SWT
uu
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Subhanallahu Wa Ta’ala
Undang-Undang
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut syariat
agama Islam namun tidak dilaksanakan di depan Pencatat Nikah (PPN)
selaku pejabat pemerintah atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA),
sehingga tidak diperoleh akta nikah sebagai bukti legalitas formal. Nikah
siri menjadi sorotan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disahkan pada 1 Oktober 1975. Nikah siri merupakan
perkawinan yang bertentangan dengan perkawinan yang dilegalkan oleh
negara. Sementara itu, perkawinan menurut peraturan negara diatur dalam
undang-undang. Oleh karena itu, cenderung disimpulkan bahwa perkawinan
di luar nikah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum. Selain itu,
perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang disebut sebaga
“perkawinan liar” sehingga dibebaskan dari akibat hukum berupa
pengakuan dan perlindungan hukum.*

Kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kehidupan pada
anak. Kewajiban orang tua juga adalah untuk memelihara dan mendidik
anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah
ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si

anak.?

! Darmawati, “Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya”. Ar-Risalah,
Vol.10, No.1 Mei 2010, him. 38
2 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta



Oleh karena itu tanggung jawab orang tua sangatlah besar terhadap
anak, untuk mendapatkan hak atas hubungan perdata tersebut, anak harus
dapat diakui sebagai anak sah di mata hukum yakni anak yang dilahirkan
dari perkawinan yang sah secara Negara atau telah dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu, akta perkawinan adalah syarat wajib
yang ditetapkan oleh Negara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah
harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah
KTP, Kartu Keluarga, SIM, Mendaftarkan anak sekolah dan urusan lainnya.

Karena akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah anak
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja
menyebabkan implikasi terhadap anak. Sedangkan nasab juga sebagai sebab
mewarisi yang paling kuat karena ditinjau dari beberapa aspek : pertama,
keadaan nasab lebih awal dan utama dari pada yang lainnya. Ketika
seseorang lahir secara otomatis dia menjadi anak atau saudaranya si fulan.
Kedua, sebab mewarisi karena nasab tidak bisa hilang senantiasa utuh
sampai akhir hayat, sedangkan sebab mewarisi karena nikah bisa terputus
akibat talak 3

Tanggung jawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia menjadi
sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri. Tetapi suami pun
tetap wajib menafkahinya bahkan pada saat perceraian. Ditegaskan dalam
hukum Islam akibat putusnya perkawinan adalah bekas suami wajib

menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak-anaknya. Walaupun

: Prenada Media, 2004), him. 293.
3 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan
Abdi Publishing, 2001), him. 44.



hukum islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib
diberikan, tetapi kewajiban memberi jaminan itu mutlak. Bagi laki-laki yang
tidak bertanggung jawab dan menelantarkan janda dan anak-anaknya akan
mendapat dosa besar dan janda itu berhak menuntut jaminan hidup melalui
Pengadilan Agama sesuai kemampuan bekas suaminya.*

Diwajibkan bagi laki-laki bila wanita itu dicerai membayarkan
nafkah iddah kepada wanita seperti yang wajib dibayarkannya dalam rumah
tangga dan disamping itu diwajibkan pula laki-laki membayarkan mut’ah
kepada wanita yaitu harta yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita
setelah ia diceraikan. Selain itu nafkah “iddah” yaitu untuk memungkinkan
wanita itu memelihara dirinya dan kehidupannya.®

Ketika perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik
berpisah secara baik dari pada terseret berkepanjangan tak menentu
membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan nestapa. Dalam keadaan
demikian yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang
pecah itu.® Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali
diperlukan campur tangan instansi khusus yang memberikan penyelesaian
imparsial (secara tak memihak). Penyelesaian tentunya harus didasarkan
kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya

dijalankan oleh suatu lembaga peradilan.

4 Abdul Djamal, Hukum Islam, (Bandung, Mandar: Maju, 1997), him. 109-110
5 Syaikh Mahmoud, Islam sebagai Akidah dan Syariah, (Jalarta: Bulan Bintang, 1980),

him. 69.
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Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku
kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan
keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-
orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.” Dengan penegasan kewenangan
Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum
kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut,
termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya.®

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangatlah penting dan perlu
diperhatikan. Dampak tinggalan budaya perkawinan bawah tangan atau
istilahnya nikah siri (kawin siri) membuat susah sebagian masyarakat untuk
mendapatkan hak kependudukan meski masih menimbulkan pro dan kontra
di masyarakat. Praktek perkawinan bawah tangan ini masih banyak terjadi,
padahal perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi
perempuan.

Dalam KHI pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
kemudian pada pasal 6, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap
perkawinan harus di langsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam ayat duanya disebutkan, perkawinan

7 UU No.3 tahun 2006 atas UU no.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terutama pasal
49 ayat (1) dan (2).

8 Jaenal Aripin , Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), him. 230.



yang di lakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum. Di dalam Undang-Undang tidak terdapat
aturan yang mengatur perceraian nikah siri di Pengadilan Agama. Namun
realitanya banyak pelaku pernikahan siri dalam hal ini sebagian masyarakat
Jawa Timur yang bingung ketika di tinggal dan tidak di beri nafkah oleh
suami dari pernikahan siri kemudian ingin mengajukan perceraiannya di
Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pada latar belakang dan
beberapa alasan tersebut, maka mendorong penulis untuk mengadakan
penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan suatu
pengetahuan akan suatu hal yang patut di angkat menjadi sebuah penelitian
dengan judul "KEPUTUSAN IJTIMA’ KOMISI FATWA MUI SE-JAWA
TIMUR TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”

B. Definisi Operasional

a. Komisi Fatwa MUI

Komisi Fatwa MUI adalah komisi yang bertugas untuk
mengeluarkan fatwa MUI. Komisi Fatwa bertanggung jawab untuk
merundingkan dan mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah hukum
Islam yang dihadapi masyarakat. Sidang komisi fatwa berlangsung
sesuai kebutuhan atau ketika MUI dimintai pendapatnya tentang
masalah hukum Islam tertentu oleh masyarakat atau pemerintah.

Persidangan dilaksanakan ketika diperlukan untuk mengeluarkan fatwa,



dan satu sesi dalam persidangan dapat menghasilkan banyak fatwa.®
Dalam hal ini keputusan yang di bahas adalah Keputusan Ijtima’ Komisi
Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri.
Di tetapkan pada tanggal 27 Juli 2022/28 Dzulhijjah 1443 H.
b. Nikah Siri
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.l
Pernikahan siri adalah pernikahan yang masih dirahasiakan artinya
belum dipublikasikan. Persetujuan biasanya diberikan dalam kelompok
kecil, tanpa kehadiran pejabat KUA, dan tanpa surat nikah resmi. Oleh
karena itu, dalam hukum positif perkawinan siri dianggap tidak sah
karena tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan.
C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang yang
dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Metode /stinbat hukum [jtima’ Komisi Fatwa MUI se-Jawa
Timur tahun 2022 tentang Tata Cara Cerai Istri dalam Nikah Siri ?
2. Bagaimana Keputusan I[jtima’ Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur
tahun 2022 tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri Perspektif

Hukum Keluarga Islam ?

® Muhammad Atho Muzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: INIS, 1993) him. 79-80.
10 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



D. Tujuan Penelitian
Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengetahui identifikasi
dan batasan masalah, pastinya penulis memiliki tujuan yang diperoleh di
dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:
1. Mengetahui metode istinbat hukum ljtima Komisi Fatwa MUI Jawa
Timur tahun 2022 tentang tata cara cerai istri dalam nikah siri.
2. Mengetahui keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tahun
2022 tentang tata cara cerai istri dalam nikah siri perspektif hukum
keluarga islam.
E. Manfaat penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa
manfaat yang akan berguna bagi masyarakat, adapun mafaat dari Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoristis

a Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru
yang lebih komprehensif mengenai nikah sirri dan tata cara cerai

nikah siri.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran
terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

a. Kajian ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya



dalam penerapannya di masyarakat.

b. Dari segi hukum positif, masyarakat dapat memperoleh wawasan
baru tentang tata cara perkawinan di luar nikah dan perceraian
melalui penelitian ini.

F. Telaah Pustaka

Masalah nikah siri bukanlah hal yang baru untuk tujuan
penyelidikan ilmiah; beberapa penelitian yang peneliti temukan terkait
judul kali ini antara lain sebagai berikut: karya ilmiah tahun 2021 berjudul
“Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif” untuk mahasiswa “Uni Hanifah” Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Mataram. yang menjelaskan bagaimana para pelaku nikah
siri dievaluasi menurut hukum Islam, bagaimana hak nikah siri ditinjau dari
perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan apa yang dihadapi para

pihak dalam pernikahan siri di pengadilan.*

Pada tahun 2015, “Trisnawati”, mahasiswi fakultas syariah dan
ilmu hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, melakukan
penelitian dengan judul “Pernikahan Sirri dan Faktor Penyebabnya di
Desa Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan
Hukum Islam dan Hukum No. 1 Tahun 1974)". yang menjelaskan
bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap

nikah siri. Selain itu, mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya

1 Uni Hanifa, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif”, Skripsi (Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).



perkawinan tidak tercatat di Desa Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang.!?

Penelitian berjudul “Urgensi Nikah Sirri Dalam Mengatasi Masalah
Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur)” ini dilakukan pada tahun 2020 atas nama ‘“Maharani
Alfiatus Syahadati” seorang mahasiswa fakultas IAIN Metro Lampung.
apakah nikah sirri bisa menjadi jalan keluar atau opsi yang bertolak
belakang dengan berbagai persoalan sosial yang terjadi secara lokal dalam
masyarakat Kota Rejo Binangun, Kawasan Raman Utara, Perda Lampung
Timur.t3

Metode Penelitian

. Jenis penelitian

Penelitian semacam ini bersifat subyektif, bersifat yuridis
standardisasi karena mengacu pada norma-norma yang sah Yyang
terkandung dalam undang-undang dan pedoman dan pilihan pengadilan
serta standar yang hidup dan berkembang di mata publik. Strategi ini
memanfaatkan teknik penelitian kualitatif. Metode penelitian yang
mengkaji kondisi objek yang alamiah disebut penelitian kualitatif.!* Di
mana peneliti adalah instrumen kunci, strategi pengumpulan informasi

digabungkan, pemeriksaan informasi bersifat induktif, dan konsekuensi

12 Trisnawati, “Nikah Sirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan
Unjung Pandang”, Skripsi (Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2015).

13 Maharani Alfiatus Syahadati, “Urgensi Nikah Siri Dalam Mengatasi Problematika Sosial”,
Skripsi (Perpustakaan IAIN Metro Lampung, 2020).

4 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),

him. 6.
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eksplorasi  subyektif menggarisbawahi makna sebagai lawan dari
spekulasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk
memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan menyeluruh
tentang realitas empiris yang melatarbelakangi fenomena tersebut.
Konsekuensinya, dengan menggunakan data deskriptif, secara Khusus
berusaha memahami suatu peristiwa dan hubungannya dengan orang
awam dalam suatu penelitian tertentu.

. Sumber Data

Salah satu instrumen dalam teknik pemeriksaan yang juga sangat
penting bagi seorang peneliti adalah sumber data. Dengan adanya sumber
informasi, seorang analis perlu mengetahui dari mana informasi yang akan
digunakan dalam penyelidikannya berasal. Berikut adalah uraian tentang
kategori data primer dan sekunder yang menjadisumber data penelitian:

a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung
memasok data ke pengumpul data. Selanjutnya, informasi penting dapat
dianggap sebagai informasi yang datang langsung dari sumber pertama.
Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada 27 Juli 2022
menjadi sumber data primer penelitian ini.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung

memberikan informasi kepada pengumpul informasi, misalnya melalui
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orang lain atau arsip.®® Sumber data tambahan juga diperoleh dari
sumber-sumber yang ada, umumnya diperoleh dari perpustakaan atau
laporan hasil tes sebelumnya, yang kemudian akan menghasilkan lebih
banyak data atau disebut juga data yang tersedia. data yang mendukung,
membantu, atau memperjelas data primer.
3. Metode Pengumpulan Data
Karena pengumpulan data merupakan langkah penting dalam
penelitian, seorang peneliti harus mahir dalam proses untuk mendapatkan
data yang akuntabel. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, prosedur
metodis dan standar digunakan.'® Pengumpulan data pada penelitian ini
dilakukan dengan cara :

a Studi Dokumentasi, dengan cara menemukan keputusan Ijtima’
Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tanggal 27 Juli 2022.

b. Studi Pustaka, dengan memperoleh undang-undang, peraturan, buku,
jurnal, dan tulisan-tulisan tentang perkawinan yang tidak tercatat serta
tata cara perceraian dalam nikah sirri.

4. Metode Analisis Data
Langkah penting dalam penelitian adalah pengelolahan data.

Menggunakan analisis statistik atau non statistik, penelitian harus memilih

pola analisis. Pencarian dan kompilasi data secara sistematis yang didapat

dari wawancara, penelitian lapangan, dan dokumentasi dikenal sebagai

analisis data. Setelah informasi terkumpul kemudian informasi tersebut

15 Sugiyono, Metode Penelitian, him. 137
16 Anselm Straus, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad Shodigq Imam
Muttagien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 30.
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diurutkan, diubah menjadi satuan, disusun menjadi desain, dipilih bagian
yang penting dan bagian yang akan dipertimbangkan, dan diakhiri dengan
tujuan agar mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.!’

Metode analisis data kualitatif adalah penelitian yang menyajikan
data dalam bentuk aslinya tanpa mengubahnya dengan cara apapun,
misalnya dengan menggunakan simbol atau angka. Istilah “penelitian”
secara umum mengacu pada serangkaian tindakan atau prosedur yang
mengungkap rahasia atau informasi baru. Metode analisis data kualitatif
digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. dengan menggunakan
prosedur kerja yang metodis, fokus, dan akuntabel.?” Setelah itu, peneliti
menggunakan pendekatan induktif, yang menyimpang dari contoh-contoh
spesifik berlandaskan fakta aktual untuk membentuk konsep, teori, atau

definisi umum.t®

H. Sistematika Pembahasan
Penulis perlu menjabarkan sistematika pembahasan yang terdapat
dalam tulisan ini secara khusus agar lebih sistematis dan memudahkan
dalam memahami hasil penelitian. Agar lebih sistematis dan memudahkan
dalam memahami hasil penulisan, maka penulis menjabarkan sistematika
pembahasan yang terdapat dalam tulisan ini sebagai berikut :
Bab pertama, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok

dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar

17 Sugiyono, Metode Penelitian., him. 244.
18 Daddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi
dan llmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), him. 156.
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belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode
penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan dasar yang meliputi : nikah siri,
perceraian, itsbat nikah, dan fatwa sebagai landasan teori dalam
menganalisis Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tentang
Tata Cara Istri Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Bab ketiga, menjelaskan profil dan sejarah tentang Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa Jawa Timur. Kemudian menjelaskan
tentang pedoman penetapan fatwa dan metode yang digunakan untuk
penetapan fatwa.

Bab keempat, memuat akhir pembahasan inti dari penelitian ini yaitu
penjelasan tentang Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Jawa Timur
tentang Tata Cara Istri Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga
Islam.

Bab kelima, bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa

penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran.



BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRI, PERCERAIAN, ITSBAT
NIKAH, DAN FATWA

A. Nikah Siri
1. Pengertian Nikah Siri

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata
siri ini. Istilah siri berasal dari bahasa Arab sirrun, asror yang berarti
rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata siri merupakan serapan dari
bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti
rahasia.’® Kata siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rahasia
atau tersembunyi.?® Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud
dengan nikah siri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.

Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana
hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula
diumumkan kepada khalayak banyak baik hal itu diengaja maupun tidak.
Keadaan ini bertolak belakang dari ajaran Islam untuk menganjurkan
walimah dalam sebuah pernikahan walaupun memotong seekor
kambing.?! Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah

dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada

19 Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, Kamus al Bisri Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1999), him. 323.

20 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), him.
1131.

2L Abdullah Sonhaji dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV Cet. | (Semarang: CV

Asy-Syifa), him. 646. Lihat hadits tentang anjuran walimah: dari Annas Bin Malik r.a Bahwasanya
Nabi Saw. melihat bekas za’faron pada Abdur Rahman bin Auf, lalu beliau berkata: Apa ini?atau
apa apaan ini.” Maka dia menjawab: “Ya Rasulullah SAW! Sesungguhnya aku baru saja
mengawini seorang wanita dengan maskawin seberat satu biji emas.” Lantas beliau mengucapkan:
“semoga Allah memberkatimu. Adakanlah jamuan makan (walimah), meski dengan seekor
kambing. (Muttafaq ‘Alaih).

14
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masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini.
Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-
rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya
mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab gabul yang
dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua
orang saksi, hanya saja saksi diminta tidak memeberitahukan terjadinya
pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan
dengan sendirinya tidak ada walimatul- ‘ursy.??

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia
sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali
dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas
Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam
atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.?

Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara
Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh
pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan
siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang
berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA)
bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non

muslim.

22 Wawan Gunawan Abdul Wahid “Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Magashid Asy-Syari’ah)”, Musawa Vol. 12 No. 12
(Juli 2013), him. 221.

23 Wawan Gunawan Abdul Wahid “Pandangan Majlis Tarjih ...”, Musawa Vol. 12 No. 12
(Juli 2013), him. 222.
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Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat
atau ustadz ataupun kyai sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan
secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang
berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi
“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku”.?*

Adapun masalah pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan
tidaklah mengganggu keabsahan suatu pernikahan yang telah
dilaksanakan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek
administratif, hanya saja bila suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka
suami istri tersebut tidak memiliki bukti outentik bahwa mereka telah
melaksanakan suatu pernikahan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek
yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak
mempunyai kekuatan hukum.

2. Macam-Macam Nikah Sirri
a. Pernikahan Tanpa di Catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri)
dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap
absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu
syahwat tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukan

24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya
pernikahan.?
b. Pernikahan Tanpa Saksi atau Saksi Kurang Kuat
Pernikahan semacam ini dilakukan secara siri dengan beberapa
alasan malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau mengambil saksi satu
orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin
memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-
ketentuan syari’at.?®
c. Pernikahan yang Sah Secara Agama Namun Tidak dicatatkan dalam
Lembaga Pencatatan Negara
Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal
atau Undang-Undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada
dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil
adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan
bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang
lain. Pernikahan semacam ini dilakukan secara siri juga karena beberapa
alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu membayar administrasi
pencatatan, atau takut ketahuan melanggar atauran yang melarang
Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari seorang, atau menyembunyikan

pernikahan dari keluarga dan lain sebagainya.?’

% Siti Aminah, “Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)”, Cendikia Vol. 12 No. 1
(Januari 2014), him. 24.

% Siti Aminah, “Hukum Nikah di Bawah Tangan...”, Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari
2014), him. 24.

2" Siti Aminah, “Hukum Nikah di Bawah Tangan...”, Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari
2014), him. 24.
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Sedangkan yang sering terjadi di Indonesia diantaranya pernikahan
tidak dicatatkan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo suatu pernikahan yang
dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun-rukun
maupun syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN), seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.286 Sedang menurut Neng Djubaidah
pernikahan siri merupakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat
pernikahan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang
yang beragama Islam.?®

3. Dasar Hukum Nikah Siri
a. Al-Qur’an
Di antara ayat yang menyinggung tentang nikah siri yaitu: QS. Al-

Bagarah: 282

~z o g

o BT e Yol T 3 018 ) Tl 5,07

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan

utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya."°

Berkaitan dengan ayat ini, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah salam

(mengutangkan) hingga waktu tertentu. Diriwayatkan oleh al-Bukhari

dan ditegaskan dalam shahihain, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa

2 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-Undang
No. 1Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 239.

29 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 345.

30 Departemen Agama RI, Op. Cit. him. 48.
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Nabi saw. tiba di Madinah, sedang penduduknya mengutangkan buah

selama satu, dua, atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw. bersabda:

(rs (5l 1)) pslae Ll L pshes Ojog polae LS (3 Gkt il s
"Barangsiapa Yyang meminjamkan sesuatu, hendaklah dia
melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang
pasti”.3!

Perkara ini digiyaskan kepada pentingnya pencatatan pernikahan,
dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah
pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang, di mana anjuran
untuk mencatat akad utang piutang ini sangat ditegaskan dalam firman
Allah surat al-Baqgarah ayat 282, pada lafadz faktubuhu “hendaklah kamu
menuliskannya” ini merupakan perintah Allah Ta’ala supaya dilakukan
penulisan untuk memperkuat dan menjaganya.

Pencatatan nikah menjadi suatu hal yang penting terlebih jika ada
sengketa antara suami istri, maka istri yang dinikah siri tidak mempunyai
kekuatan hukum guna meminta haknya, karena tidak memiliki bukti

bahwa dia adalah istri dari si fulan.

QS. Al-Bagarah: 235

o o2 sdelys Y Sy

"Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah)
dengan mereka secara rahasia'"?

31 Muhammad Nasib Ar-Rafa“i, Ringkasan Tafsir lbnu Katsir. Jilid 1 (Jakarta: Gema
Insani Press, 1999), him. 462-463.
32 Departemen Agama RI, Op. Cit. him. 38.
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b. Hadits
e s L o W ASGY 1 B o e e o Do 29

(U op 2t oly)

"Dan dari Imron bin Hushain dari Nabi saw. la bersabda : Tidak

ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

(HR. Ahmad bin Hanbal)*

4. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Nikah Siri
a. Pendapat Ulama Klasik Tentang Nikah Siri

Secara historis, pemakaian istilah nikah siri ini tidak dikenal dalam
kitab-kitab figh, klasik maupun kontemporer. Nikah siri merupakan
istilah yang hanya ada di Indonesia, meskipun di sisi lain, sistem hukum
di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri, apalagi mengaturnya
secara khusus dalam sebuah Undang-Undang.3*

Namun dalam hukum Islam, nikah siri bukan masalah baru. Sebab,
dalam kitab al-Muwattha’, karya Imam Malik, salah satu kitab tertua
yang dimiliki umat Islam, selain Al-Qur’an dan al-Hadist ternyata telah
mencatat, bahwa nikah siri itu berasal dari ucapan Umar Ibnu alKhattab
ra, ketika diberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri

oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia

berkata:

(¢va Y ll) oot e o ot Yol ASS Vs

33 Imam Asy-Syaukani, Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid V
(Surabaya: PT Bina llmu), him. 2171. Hadits Ke 3476.

34 Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri”, Studi Hukum
Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), him. 22,
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"Ini nikah siri, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku
datang pasti aku rajam."

Umar bin Khattab telah melarang nikah siri. Pengertian nikah siri
dalam persepsi Umar bin Khattab ini didasarkan adanya kasus
pernikahan hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan
seorang perempuan. Ini berarti bahwa syarat jumlah saksi belum
terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang
datang maka nikah semacam ini dengan memakai kriteria Umar tersebut
dapat dipandang sebagai nikah siri.3®

Dalam hal ini, ulama salaf mendeskripsikan nikah siri sebagai
bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi
mempelai meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi.
Malikiyyah berpendapat nikah dalam bentuk nikah sirri dan dapat di
fasakh®’ dengan talak ba’in jika suami istri telah melakukan hubungan,
bahkan keduanya dapat dikenakan had zina berupa jilid atau rajam jika
telah terjadi hubungan suami istri dan mereka mengakuinya, atau
hubungan ini dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi seperti
zina, dan keduanya tidak dapat diberikan kelonggaran hukum dengan
alasan ketidaktahuan. Akan tetapi keduanya tidak wajib dikenakan had

bila telah menyiarkan pernikahan baik dengan pemberitahuan atau

3 M. Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Sirri Cet. | (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996),
him. 9.

36 M. Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Sirri..., him. 31.

37 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet.
I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), him. 383.
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diadakan resepsi, atau dengan didatangkan satu saksi selain wali, atau
ada dua saksi yang fasik.

Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa adanya saksi
dalam pernikahan dan mempelai meminta untuk merahasiakan
pernikahan yang terjadi ini dianggap bukan nikah siri.3 Sementara ulama
Hanabilah berpendapat akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan
untuk merahasiakan pernikahan, kalau seandainya wali, para saksi dan
sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi
makruh.

Malikiyyah menyamakan antara akad nikah yang tidak
dipersaksikan dengan akad nikah yang dipersaksikan tetapi mempelai
lelaki meminta saksi merahasaiakan pernikahannya. Kedua bentuk akad
nikah ini dinilai sebagai nikah siri dan dapat difasakh. Sementara
Hanabilah memisahkan konsekwensi hukum antara dua bentuk akad
nikah ini. Bila akad nikahnya dipersaksikan tetapi ada permintaan untuk
dirahasiakan, maka akad nikahnya sah, tetapi bila akad nikahnya tidak
dipersaksikan saksi maka akad nikahnya dianggap tidak sah.

Tarik ulur antara pendapat ini bertolak pada kedudukan saksi
dalam pernikahan. Empat mazhab telah sepakat bahwa kesaksian menjadi
syarat sah pernikahan, maka tidak sah bila tidak ada dua orang saksi

selain wali. Bagi fugaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan

38 |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid..., him. 383.
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hukum syara’, maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu
syarat sahnya pernikahan.

Hanya saja keberadaan dua orang saksi itu apakah harus ada ketika
akad nikah berlangsung atau bisa jadi setelahnya. Hanafiyyah,
Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat dua orang saksi harus benar-
benar ada secara hakiki ketika akad nikah berlangsung, sementara
Malikiyyah berpendapat boleh tidak ada dua orang saksi ketika akad
nikah berlangsung tetapi ketika dukhul harus ada kesaksian dua orang
saksi dan pemaklumatan secara umum bahwa akad nikah telah
dilaksanakan. Bila ini terjadi, maka boleh melakukan dukhul, tetapi bila
tidak, maka nikahnya dapat difasakh.*

b. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Nikah Sirri

Nikah tidak tercatat atau disebut dengan istilah nikah siri dalam
figh kontemporer dikenal dengan istilah zawaj ‘urfi yaitu suatu
pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat
secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.*

Menurut Mahmud Syaltut bahwa nikah siri adalah akad pernikahan
yang dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri tanpa dihadiri oleh
saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatatkan dalam akta yang
resmi dan sepasang suami istri hidup secara sembunyi-sembunyi

sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. Mahmud Syaltut

39 M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri”, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 2
(Juli 2011), him. 124.

40 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Bandar Lampung: IAIN Raden
Intan Lampung, 2015), him. 16.
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menambahkan penjelasan lain mengenai nikah sirri yang sering
dilaksanakan masyarakat yakni pernikahan ‘urf, bentuk pernikahan ‘urf
ini dipandang ada dua bentuk, yang pertama adalah pernikahan yang
dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi ada usaha untuk merahasiakan,
menurutnya sama seperti dengan pernikahan siri yakni dilarang. Kedua,
pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi tidak ada usaha
mencatatnya, pernikahan seperti inilah yang murni pernikahan ‘urf.*
Selanjutnya pendapat ulama kontemporer tentang nikah siri yang
dikemukakan oleh Yusuf Qordowi yakni salah seorang pakar muslim
kontemporer terkemuka di dunia Islam. la berpendapat bahwa nikah siri
sah selama ada ijab dan gabul serta adanya saksi. Sebagian ulama menilai
nikah siri dihalalkan, selama memenuhi syarat dan rukun nikah.
Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara.*?
Menurut M. Quraish Shihab nikah siri (rahasia) tidak direstui oleh
agama. Pernikahan ini juga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang
perkawinan negara kita. Pernikahan baru sah apabila memenuhi sekian
syarat, antara lain: terdapat dua orang saksi dan wali. Di samping itu,
Nabi saw menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah)
walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan

seekor kambing.*?

41 Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Indonesia...”, him. 23.

42 Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Indonesia...”, him. 23.

43 Dahlia Haliah Ma’u, “Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak”, al-
Ahkam, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), him. 41.
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Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan
fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya
sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika
menimbulkan mudarat atau dampak negatif. MUI memandang bahwa
nikah siri tidak memenuhi ketentuan perundang-Undangan dan seringkali
menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya,
yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti pemberian nafkah

serta hak waris-mewarisi.**

B. Talak
1. Pengertian Talak
Menurut bahasa, talak berasal dari kata al-itlag yang artinya

melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu :

i)l B oAl 1) )

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”*®
Menurut Wahbah az-Zuhaili, talak ialah terlepasnya ikatan
perkawinan dengan lafal talak dan sejenisnya; atau melepaskan ikatan
pernikahan secara langsung maupun ditangguhkan dengan memakai lafal

yang dikhususkan.®

4 Dahlia Haliah Ma’u, “Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak”, al-
Ahkam, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), him. 42.

4 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2009). Juz II, him. 155.

4 Wahbah az- Zuhaili, AI-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), VII,
hlm. 356.
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Jadi, talak ialah menghilagkan ikatan perkawinan sehingga setelah
hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini
terjadi dalam hal talak bz ’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan
perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang
mengakibatkan berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan
berkurangnya junlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua,
dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi

dalam talak raj 7.4

. Dasar Hukum Talak
Talak disyari’atkan dengan dasar Al-Qur’an, hadis dan ijma’.*®

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat)
menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...." (QS. Al-
Bagarah [2]: 229)*

5350 gAd s 0 15 20
"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)...." (Q.S. At-Talaq [65]: 1)*

Adapun dasar hukum dari hadis tentang talak di antaranya yaitu:
25 8 A a1 0 e AL S35 J6 0w 2 el s

6.1&35;1_& \&m\J“’”W&;u@b@jﬁ Gl «

47 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 192.
4 Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islami wa Adillatuhu... V11, hlm. 192.

49 Departemen Agama RI, Op. Cit. him. 28.

50 Departemen Agama RI, Op. Cit. him. 445.
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Diceritakan dari Ismail ibn 'Abdillah, dia berkata telah diceritakan
dari Malik dari Nafi' dari 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa
sesungguhnya Ibn 'Umar telah menceraikan istrinya yang saat itu
dalam keadaan haid di zaman Rasulullah Saw. kemudian '"Umar ibn
al-Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah
bersabda: "Perintahkanlah Ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya.
Suruhlah agar dia menahan istrinya sampai suci, kemudian haid,
kemudian suci kembali. Jika dia (Ibnu 'Umar) berkehendak, maka
tahanlah untuk tetap menjadi istrinya setelah suci. Jika dia
berkehendak, maka ceraikanlah istrinya sebelum dijimak. Masa
menunggu sampai suci inilah yang dinamakan 'iddah sebagaimana
Allah memerintahkan waktu untuk menceraikan para wanita."
(H.R. Al-Bukhari. No. 5252)°!
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Diceritakan dari Musaddad dari Yahya dari Ibn Abi Za'b dari
pamanku al-Haris dari Hamzah ibn 'Abdillah ibn 'Umar dari
ayahnya, dia berkata: "Aku mempunyai seorang istri serta
mencintainya dan 'Umar tidak suka kepada istriku. Kata 'Umar
kepadaku, 'Ceraikanlah istrimu’, lalu aku tidak mau, maka 'Umar
datang kepada Nabi Saw. dan menceritakannya, kemudian Nabi
Saw. berkata kepadaku, ‘Ceraikan istrimu'." (H.R. Abu Dawud. No.
5138)°2

Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) menyebutkan

51 Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
(Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 111, him, 286.

52 Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Ar-Riyad:
Maktabah al-Ma'arif, 1988), him. 929.
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sesungguhnya talak adalah perkara yang diperbolehkan akan tetapi yang
lebih utama tidak dilakukan karena bisa menyebabkan putusnya
hubungan persaudaraan, kecuali jika karena ada sebab. Talak masuk
dalam empat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunah.
Asal dari hukum talak adalah khilaf al-aulia (menyelisihi yang lebih

utama).>®

. Macam-Macam Talak
Ditinjau dari segi waktu dijatunkannya talak atau keadaan istri

waktu talak diucapkan, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatunkan sesuai dengan apa yang
ditentukan oleh syari‘at. Yakni, talak yang dijatuhkan oleh suami
kepada istrinya yang sudah pernah digauli; dengan satu talak; ketika
sang istri dalam keadaan bersih dari haid; serta belum dicampuri

pada masa suci tersebut.>

b. Talak Bid’7, yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at.
Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh suami dengan satu kalimat
(ucapan), atau lebih dari satu kalimat tapi di dalam satu tempat; atau
ketika suami menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid
atau nifas; atau dalam keadaan suci tapi suaminya sudah

menggaulinya.®®

58 Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islami wa Adillatuhu... VII, him. 362.
%% As-Sayyid Sabiq, “Figh as-Sunnah...” Juz 11, hlm. 170.
5 As-Sayyid Sabiq, “Figh as-Sunnah...” Juz 11, hlm. 171.
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c. Talak yang bukan talak Sunni dan bukan talak Bid’7. Yakni, talak
yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang masih kecil; istri yang
sudah tidak haid (menopause); istri yang hamil; dan istri yang
meminta khulu’ dalam keadaan belum pernah digauli.>®

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan
sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai
berikut:

a. Talak Sarih, yakni ucapan yang bisa menimbulkan jatuhnya talak
meskipun dengan tanpa disertai niat. Menurut mazhab Syafi'i kata-
kata yang dipergunakan untuk talak sarih ada tiga, yaitu: at-talak
(cerai), al- firaq (pisah), dan as-sarah (bebas). Sedangkan menurut
mazhab Hanafi talak sarikh hanya dengan lafal at-talak, untuk lafal
al- firag, dan as-sarah termasuk talak kinayah.®’

b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan menggunakan kata yang
menyerupai kata ar-talak dan menunjukkan arti perpisahan. Jika
suami mengucapkan kata-kata tersebut terhadap istri dengan disertai
niat menceraikan maka talaknya jatuh, sedangkan jika tanpa berniat
maka tidak jatuh talaknya.>®

Ditinjau dari segi ada tau tidak adanya kemungkinan bekas suami

merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam,

% Asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri, (Beirut: Dar ibn 'Assasah, 2005),
I, him. 208.

5 Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, A/-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, (Al-
Qahirah: Dar al-Hadis, 2010), XVII, him. 319.

% Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab... XVII,
hlm. 319.
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sebagai berikut:
a. Talak Raj’1
Talak raj’7 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada
istrinya yang sudah digauli tanpa diberikan harta kompensasi oleh
suami, dan sebelumnya sang suami sama sekali belum pernah
menjatuhkan talak kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan
talak kepadanya.®®
Talak raj’7 tidak mencegah suami untuk menggauli istrinya,
karena talak ini tidak menggugurkan akad nikah dan tidak
menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya meskipun
talak raj’7 merupakan sebab berpisahnya suami istri. Sehingga suami
boleh merujuk istrinya selama istri masih dalam masa ‘iddah.” Yang
termasuk talak raj 7 Tadalah talak satu atau talak dua.®
b. Talak Ba'in
Talak ba'in vyaitu talak yang tidak diberikan hak kepada
suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali
kepada mantan istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang
baru yang memenuhi unsur dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ini
menghilangkan tali ikatan suami istri. Talak ba'in terbagi menjadi
dua, yaitu:
1) Ba'in sugra, yaitu talak yang tidak memberikan hak rujuk

kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali dengan tidak

%9 As-Sayyid Sabiq, “Figh as-Sunnah...” Juz 11, hlm. 176.
60 As-Sayyid Sabiq, “Figh as-Sunnah...” Juz 11, hlm. 177.



31

disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain.
Yang termasuk talak ba'in sugra yaitu talak satu dan talak dua.

2) Ba'in kubra, yaitu talak yang apabila suami ingin kembali pada
mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang
baru, disyaratkan istri harus sudah menikah dengan orang lain
dan telah diceraikan. Yang termasuk talak bain kubra adalah
talak yang ketiga kalinya.®*

4. Rukun dan Syarat Talak
Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan
terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur
dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:®
a. Suami

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa talak boleh dijatuhkan

dan sah apabila dijatuhkan oleh suami yang berakal, balig, dan tidak

berada di bawah tekanan (paksaan).®?
b. Istri

Seorang istri dikatak sah ditalak jika memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri
yang menjalani masa ‘iddah talak raj'i dari suaminya oleh
hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan

kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami

61 Supriatna dkk., Figh Munakahat 11, (Yogyakarta: Teras, 2009), him. 33.
62 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat... him. 201.
83 As-Sayyid Sabiq, “Figh as-Sunnah...” Juz 11, hlm. 177.
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menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga
menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak
talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba’in, bekas suami
sudah tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas
istrinya meski dalam masa 'iddahnya, karena dengan talak ba’in
itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan
bekas suami.

2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad
perkawinan yang sah.®*

c. Sigat Talak

Sigat adalah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya

pada saat ia menjatuhkan talak terhadap istrinya. Talak dapat terjadi

dengan segala cara yang menunjukan berakhirnya hubungan suami

istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau dengan surat kepada

istrinya atau dengan isyarat oleh orang bisu atau dengan

mengirimkan seorang utusan.®®

d. Disengaja (al-Qasdu)

Dalam talak, al-gasdu disyaratkan bahwa ucapan talak itu memang

dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk tujuan

mentalak bukan untuk maksud lain. Maka, jika ucapan talak tidak

disengaja untuk tujuan mentalak, bisa berakibat talaknya tidak sah,

seperti halnya seseorang yang menceritakan talaknya orang lain, atau

6 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat... him. 203.
85 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta:
Teras, 2011), him. 90.
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orang yang tidak mengetahui arti kata talak meskipun berniat talak.®®
C. Itsbat Nikah
1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu kata
itshat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa arab, yaitu akar dari
kata "athbata, yuthbitu, ithbatan” yang artinya menetapkan atau
penetapan. Itsbat termasuk kedalam kata benda berarti penentuan,
penetapan. Sementara itu perkawinan adalah terjemahan dari kata
"nikah" dan "zawaj". Menurut bahasa nikah memilki arti yang asli
(hagigat) yaitu "dam" yang artinya menghimpit, menindih, dan
berkumpul.®’

Pengertian itsbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
dengan menetapkan yakni berupa penetapan tentang keabsahan atau
menetapkan kebenaran sesuatu hal. Dalam kamus besar Arab-Indonesia,
Ahmad Warson Munawwir mengartikan ishat dengan penetapan."®®

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan bahwa pengertian isbat nikah merupakan
penetapan perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat

agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di KUA atau PPN yang berwenang.

6 Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ‘ala Syarh
Minhaj at-Tulab, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), IV, him. 12.

7 Ramdani Wahyu Sururie, “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak
Identitas,” ljtihad : Jurnal Wacana Hukum Dan Kemanusiaan 17, No. 1 (2017): hal. 114,
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17il.113-133.

% Meita Djohan Oelangan, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peundang-Undangan Di
Indonesia,” Pranata Hukum 8, No. 2(July 32, 2013): 139,
https://doi.org/10.36448/Pranatahukum.\VV812. hal. 138.
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Itsbat nikah juga berarti suatu metode dalam menetapkan sahnya suatu
perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)
setempat, sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku terkait
dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan.®® Dalam Buku
Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku Il revisi Tahun
2013 menjelaskan bahwa Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah,
dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat
agama Islam atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang
berwenang.”

Maka, dapat ditarik kesimpulan pengertian itsbat nikah adalah
penetapan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai
pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara
sah dan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam
yakni sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun pernikahan
yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan
kepada pejabat yang diberi kewenangan mencatatkannya.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada awalnya kewenangan mengenai pengajuan permohonan
perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam sejarahnya hanya untuk
orang-orang yang melangsungkan perkawinan siri sebelum berlakunya

UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

% Meita Djohan Oelangan, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peundang-Undangan Di
Indonesia,” hal. 138.

0 Harun Ibrahim, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 153.
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(penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974).
Tetapi kekuasaan ini tumbuh dan diperluas dengan adanya ketentuan
dalam hukum khusus yaitu KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2)
berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta
nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama".
Dalam KHI Pasal 7 ayat (3) Isbat nikah yang dapat di ajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*
1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya akta nikah;
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan:
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya undang-
undang no.1 tahun 1974;
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut undang-undang no. | tahun 1974.
Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3)
tersebut, menandakan bahwa KHI telah memberikan kekuasaan lebih dari
Undang-undang, baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan maupun Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Sekilas dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat

(2) dan (3) tersebut dapat memberikan solusi untuk orang-orang yang

1 Kompilasi Hukum Islam, hal. 3.
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melangsungkan perkawinan siri dan poligami liar, meskipun perkawinan
tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tetapi masih bisa mengajukan
itsbat nikahnya ke PA. Akan tetapi rumusan pasal 7 ayat (3) KHI harus
dikhususkan. kekhususan tersebut diperlukan agar tidak ada kesalahan
dalam penerapannya di masyarakat. Karena adanya peraturan tersebut
menimbulkan maraknya nikah siri dan poligami liar, pada kenyataannya
peraturan tersebut bukan untuk perkawinan siri atau poligami liar. Tetapi
karena ada keadaan lain, misalnya karena kelupaan Pegawai Pembantu
Pencatat Nikah (P3N) perkawinan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak
adanya Akta Nikah.

Peraturan  perundang-undangan  mengharuskan  perkawinan
dibuktikan dengan adanya akta nikah. Tetapi, pada kenyataannya masih
banyak ditemui suami istri yang sudah menikah tidak memiliki kutipan
akta nikah. Sedangkan sudah jelas bahwa fungsi Akta nikah sebagai bukti
autentik telah dilaksanakannya perkawinan, kemungkinan yang menjadi
faktor-faktor tidak dimilikinya akta nikah dikarenakan oleh:’2

1. Kelalaian dari suami maupun istri atau keluarga yang
melaksanakan pernikahannya tidak dilakukan sesuai prosedur, hal
ini karena ketidaktahuan suami-istri mengenai aturan dan ketetapan
yang ada (buta hukum).

2. Kisaran biaya yang besar jika dilakukan sesuai prosedur dari

pemerintah.

2 Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang,” Ahkam :
Jurnal llmu Syariah 16, No. 1 (2016): hal. 114, https//doi.org/10.15408/ajis.v16il.2901.
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3. Kelalaian PPN atau wali dalam hal memeriksa pernyataan-
pernyataan nikah atau berkas-berkas penting lainnya.

4. Perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Prosedur Itsbat Nikah
Proses atau cara permohonan itsbat nikah pada dasarnya seperti
dengan prosedur yang diterapkan dalam pengajuan perkara
keperdataan.”® Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Buku Il yang diterbitkan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tahun 2013, prosedur pelaksanaan itsbat
nikah (pengesahan perkawinan) di Pengadilan Agama adalah:"*

a. "Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak
dicatat oleh PPN yang berwenang.

b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat
(2). (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

c) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

8 Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama...” hal. 119.
" Harun Ibrahim, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 153-156.
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi
Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang
dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan
yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah
berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk
kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam).
Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat
secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan
perceraian.
Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami
tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus
berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan
pengesahan nikah/itshat nikah harus memedomani hal-hal sebagai
berikut:"™
(1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami
istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak
lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah

5 Harun Ibrahim, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama...,

hal. 153-156.
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hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itshat
nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang
jelas serta konkrit.

Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan
oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa
penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan
isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami,
istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
Proses pemeriksaan permohonan itshat nikah yang diajukan
oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan
mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan
permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa
putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya
hukum banding dan kasasi.

Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itshat nikah
dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa
suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan
perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan
pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah
permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai
pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima.
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Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah
dan pihak lain yang berkepentingan hams bersifat kontensius,
dengan mendudukkan suami clan istri dan/atau ahliwaris lain
sebagai termohon.

Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau
suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara
kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai
pihak termohon, produknya berupa putusan clan atas putusan
tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak
mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka
permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya
berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka
pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi
pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam
angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus,
setelah mengetahui ada penetapan itshat nikah.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi
pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam
angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa
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perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak
menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut
dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut
telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah
Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan
yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah
Syar'iyah tersebut.

Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat
PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk
mengumumkan permohonan pengesahannikah tersebut 14 hari
terhitung sejak tanggal pengumuman pada media 149 massa
cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar'iyah.

Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3
hari  setelah  berakhirya pengumuman. Setelah hari
pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari
sidang (hukum acara).

Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi
sebagaiberikut

"Menyatakan sah perkawinan antara . dengan yang

dilaksanakanpada tanggal .................. di
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D. Fatwa
1. Pengertian Fatwa

Menurut Yusuf Qardhawi, Fatwa secara bahasa berarti jawaban
mengenai  suatu kejadian  (peristiwa), sebagaimana dikatakan
Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata 4 (al-fata/pemuda) dalam
usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah).”® Dari segi
terminologi, fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau
ahli hukum.”” Sedangkan Fatwa menurut arti syariat ialah suatu
penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang
diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang
atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah kepada dua
kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat
banyak.®

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting.
karena mufti (Pemberi Fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi saw.
Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.
Seorang mufti  menggantikan kedudukan Nabi saw. Dalam
menyampaikan hukum- hukum syariat, mengajar manusia. dan memberi
peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati- hati. Disamping

menyampaikan apa yang diriwayatkan dari shahibusyi- syari‘ah (Nabi

6 Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta: Gema Insani
Press, 1997), him. 5.

7 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), him. 127.

8 Rohadi Abd. Fata, Analisa Fatwa Keagamaan dalam Figh Islam, (Jakarta: Bumi
Aksara 1990), him. 7.
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saw.), mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan

hukum- hukum yang digali dari dalil, dalil hukum- hukum melalui

analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti

juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan

keputusanya bagi orang yang bertanya.”

3. Syarat-Syarat Pemberian Fatwa

a. Al-Ifta yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (fatwa)
sebagai jawaban yang telah diajukan.

b. Mustafti yaitu individu atau kelompok masyarakat yang ,mengajukan
pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.

c. Mufti, yaitu orang yang berfatwa atau orang yang memberikan
Jawaban atas pertanyaan.

d. Mustafti Fih, yaitu masalah atau kasus yang ditanyakan status
hukumnya.

e. Fatwa, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau
kejadian yang dipertanyakan.®

E. Metode Istinbat Hukum Lembaga Fatwa Di Indonesia
1. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah
Dalam menerapkan ijtihad kolektif terutama di bidang
kontemporer, majelis tarjih telah merumuskan dasar-dasar metode

Majelis Tarjih, antara lain:8t

" Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan..., him. 13.

8 Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan..., him. 21.

81 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos
Publishing House, 1995), Cet. Ke-I, him. 161-163.
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a. Bayani (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan
kebahasaan.

b. Ta'lili  (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang
menggunakanpendekatan penalaran.

c. Istislahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan
pendekatan kemaslahatan.

2. Metode Istinbat Hukum Bahsul Masa’il NU

Adapun metode yang digunakan dalam kerja bahsul masa’il ada

tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:
1. Metode Qauli

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh
ulama dalam menentukan fatwa dengan mempelajari masalah yang
dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab figih dari
mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi
teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah
jadi dalam lingkup mazhab tertentu.®> Metode penetapan fatwa yang
mengacu pada teks (qaul) dari kitab-kitab mazhab empat disebut metode
gauli, yang dalam tatanan ijtihad dapat dipadankan dengan metode
bayani. Menurut sebagian besar para ulama bahwa metode dengan
mengacu pada kitab-kitab mazhab empat secara gau/i masih representatif
untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam menghadapi

tantangan zaman.
2. Metode Ilhaqi

Apabila metode gauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak
ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu tabar, maka yang dilakukan

adalah apa yang disebut dengan ilhaq al-masail bi naza’iriha yakni

82 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LkiS, 2004), him. 118.
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menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab
(belum ada hukumnya), dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab
oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan pendapat

yang sudah jadi.®

Sedangkan prosedur ilhag adalah dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut: Mulhag bih (sesuatu yang belum ada
ketentuan hukumnya), mulhaq ‘alaih (sesuatu yang sudah ada ketentuan
hukumnya) wajh al-ilhagq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dan

mulhaq ‘alaih) oleh para mulhig yang ahli.3

Metode penjawaban
semacam ini kemudian disebut sebagai metode ilhagi. Dalam
prakteknya, menggunakan prosedur dan persyaratan mirip giyas. oleh

karenanya dapat juga dinamakan metode giyas versi NU.

. Metode Manhaji

Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah
keagamaan yang ditempuh /ajnah bahsul masa’il dengan mengikuti jalan
pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam

mazhab. Metode ini sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu.

Prosedur istinbat dalam metode manhaji adalah ketika tidak
mungkin dilakukan 7/haqg karena tidak adanya mulhaq bih dan wajh al-
ilhag sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbat secara jama’i,
yaitu dengan mempraktekkan gawa’id usuliyyah dan gawa’id fighiyyah

oleh para ahlinya.®’

8 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU..., him. 118.
8 LTN NU Jawa Timur, Ahkam al-fugaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam

Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2004), him.

449,

8 LTN NU Jawa Timur, Ahkam al-fugaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam

Keputusan Muktamar..., him. 449.
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PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TIMUR DAN METODE

ISTINBAT KOMISI FATWA

A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah wadah musyawarah
para ulama, zu’ama’, dan cendekiawan muslim yang mengayomi seluruh
umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang
memiliki kompetensi dalam menjawab serta memecahkan masalah sosial
keagamaan yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.®

Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas umum yakni untuk membimbing,
membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, sesuai
kedudukannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi
ulama, zu’ama’, dan cendikiawan muslim di Indonesia. Majelis Ulama

Indonesia dibentuk di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H. yang bertepatan

dengan tanggal 26 Juli 1975 M.®’

Majelis Ulama Indonesia lahir sebagai hasil dari pertemuan atau
musyawarah para ulama, zu’ama’, dan cendekiawan muslim dari berbagai
penjuru tanah air, yang meliputi dua puluh enam orang ulama yang
mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu. Yang terdiri dari
perwakilan ulama dari unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat (NU,

Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar,

8 Ma’ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta:
Erlangga, 2011), him. 4.
87 https://mui.or.id/sejarah-mui/, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.30 WIB.
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GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah), ulama dari Dinas Rohani Islam,
Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta tokoh

atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.®

Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk
membentuk sebuah wadah atau tempat bermusyawarah bagi para ulama,
zu’ama’, dan cendekiawan muslim. Kesepakatan tersebut kemudian
dituangkan dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani
oleh seluruh peserta musyawarah. Musyawarah tersebut kemudian disebut
dengan Musyawarah Nasional Ulama [. Momentum berdirinya MUI
bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30

tahun merdeka.8®

Sebagai organisasi yang tumbuh berkembang di kalangan umat
Islam dan dilahirkan oleh para ulama, zu’ama’ dan cendekiawan muslim,
Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah gerakan masyarakat yang
memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.
Hal ini diwujudkan dalam kemandirian Majelis Ulama Indonesia yang tidak
tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam
mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas

nama organisasi.

Sebagai wadah silaturrahim ulama, zu’ama’ dan cendekiawan

muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam, Majelis Ulama

8 https://mui.or.id/sejarah-mui/, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.35 WIB.
8 https://mui.or.id/sejarah-mui/, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.45 WIB.
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Indonesia tidak memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang
mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama
Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik
dari dalam negeri maupun luar negeri, selama hal tersebut dijalankan atas
dasar saling menghargai serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi
Majelis Ulama Indonesia sendiri. Dalam mewujudkan Islam sebagai
rahmatan [lil ‘alamin, Majelis Ulama Indonesia menyadari adanya
keberagaman dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan bekerjasama

dengan antar komponen bangsa tersebut untuk dalam memajukan bangsa.®

Tujuan umum dibentuknya Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai
berikut:
a. Untuk memperkuat agama sesuai dengan penjelasan Pancasila dalam
memastikan ketahanan nasional.
b. Untuk mewujudkan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
c. Untuk mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di

negara Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia bertindak sebagai penghubung antara
pemerintah Indonesia dengan masyarakat Islam. Perubahan dalam
masyarakat sipil setelah jatuhnya pemerintahan orde baru telah memperluas
peran MUI menjadi semakin kompleks. MUI berperan pula dalam
menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia dengan

posisinya sebagai pemberi fatwa tentang berbagai masalah yang muncul

% https://mui.or.id/sejarah-mui/, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.45 WIB.
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kepada masyarakat Islam.®!

Dalam sejarah perjalannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah
musyawarah para ulama, zu’ama’ dan cendekiawan muslim berusaha untuk,
pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam
Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang
diridhoi Allah SWT. Kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai
masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan
masyarakat. Ketiga, meningkatkan kegiatan demi terwujudnya uhuwah
Islamiyyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan
persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menjadi penghubung antara ulama
dan pemerintah, dalam hal ini sebagai penerjemah timbal balik antara umat
dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional. Kelima,
meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam
dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi

dan informasi secara timbal balik.%?

Dalam tugasnya sebagai pemberi solusi terhadap masalah
keagamaan, Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa
mengenai masalah-masalah yang meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut

umat Islam Indonesia secara nasional.

% https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_lIndonesia, diakses pada 14 Januari 2024,
pukul 19.55 WIB.
92 https://mui.or.id/sejarah-mui/, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 20.00 WIB.
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b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat
meluas ke daerah lain.

c. Bagi Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan
fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang besifat lokal,
musykil dan sensitif, dengan syarat terlebih dahulu mengadakan

konsultasi dengan MUI Pusat.%

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempuyai peran yang signifikan
dalam membantu upaya pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umat.
Peran MUI sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam
masyarakat.®* Meskipun demikian, fatwa MUI bukan merupakan hukum
negara yang mempunyai kedudukan memaksa bagi seluruh rakyat, karena
fatwa MUI tidak mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya dan tidak pula
harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial
politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya
mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai
ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan

tidak mampu memaksa untuk ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

Menurut Prof. Mahfud MD, bahwa fatwa MUI tidak lebih dari
sebuah pendapat hukum (/egal opinion) yang boleh diikuti dan boleh pula
untuk tidak diikuti. Dilihat dari sudut pandang peraturan yang bersifat

abstrak, sebuah fatwa baru bisa mengikat jika sudah dijadikan dalam bentuk

9 Ma’ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975..., him. 7.

“Agus Yulianto, Republika (04 Desember 2016)
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/0hnne6396-mui, diakses pada 14
Januari 2024, pukul 20.10 WIB.
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hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang atau
peraturan daerah, sehingga menjadi sebuah hukum positif. Sedangkan jika
dilihat dari kedudukannya di depan pengadilan, fatwa MUI dapat dijadikan
sebagai keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka
pembuktian kasus konkret yang bersifat individual (in concreto), tetapi
bukan sebagai peraturan yang abstrak yang bersifat umum (in abstracto).®®

B. Susunan dan Personalia Pengurus MUI Provinsi Jawa Timur Masa
Khidmat 2020-2025

I. Dewan Pertimbangan®®

Ketua : Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M. Si
Wakil Ketua  : Dr. H. Emil Elestento Dardak, B.Bus., M.Sc.
Wakil Ketua  : KH. Abdusshomad Buchori

Wakil Ketua  : Dra. H. Saifullah Yusuf

Wakil Ketua  : KH. Marzugi Mustamar, M.Ag.

Wakil Ketua  : Dr. KH. Saad Ibrahim

Wakil Ketua  : Dr. H. Ahmad Zayadi, M. Pd

Sekretaris : Dr. dr. H. Sukadiono, M.M

Wakil Sekretaris : KH. Athoillah Sholahuddin

Anggota

1. KH. Anwar Manshur

2. KH. Abdul Hakim Mahfudz

% Sovia Hasanah, Kedudukan Fatwa MUl Dalam Hukum Indonesia (2016)
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-
hukum-indonesia/#_ftn, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 20.15 WIB.

%https://jatim.nu.or.id/metropolis/mui-jatim-resmi-dikukuhkan--ini-strukturpengurusnya-
9FUUL#google_vignette, diakses pada 12 Januari 2024, pukul 02.00 WIB.



https://jatim.nu.or.id/metropolis/mui-jatim-resmi-dikukuhkan--ini-strukturpengurusnya-9FUUL#google_vignette
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3. KH. Nawawi A. Jalil

4. KH. Zuhri Zaini

5. KH. Nurul Huda Djazuli

6. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, DEA
7. Prof. Dr. Ir. KH. Ridwan Nasir, M.A
8. KH. R. Ahmad Azaim Ibrahimy

9. KH. Abdus Salam Shochib

10. KH. Fahriliah aschal

11. KH. Ubaidillah Faqgih

12. KH. Hasyim Abbas, M.HI

13. Prof. Dr. H. Ahmad Patoni, M.Ag

Il. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : KH. Moh. Hasan Mutawakkil, S.H., M.M
Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H. Abd. Halim Shoebahar, M.A.
Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Thohir Luth, M.A

Ketua : Drs. KH. Syafrudin Syarif

Ketua : Dr. KH. M. Sudjak, M.Ag

Ketua : KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.HI
Ketua : KH. Nuruddin Abdurrahman, S.H.

Ketua : Dra. KH. Ahsanul Hag, M.Pd.I

Ketua : Dr. KH. M. Rozigi, M.M

Ketua : Dra. Nyai Hj. Masruroh Wahid, M.Si

Ketua : Dr. KH Abdullah Syamsul Arifin, M.HI



Ketua

Ketua

Ketua

Sekretaris Umum

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Bendahara Umum

Bendahara

Bendahara
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: Dr. KH. Ali Maschah Moesa, M.Si
: Prof. H. M. Mas’ud Said, MM, Ph.D.

: H. Ainul Yagin, S.Si, M.si, Apt

: Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad Dip SEA., M.Phil.
: Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si.

: Dr. H. Husnul Maram, M.HI.

. dr. H. Hidayatullah, Sp.S

: Dr. H.Robeth Fuadi, M.Pd.

: Nur Fauzi, S.Hum, M.Pd

: Dra. Hj. Faridatul Hanum, M.Kom.l.

: Dr. Lia Istifhama, S.Sos, S.HI,M.EI.

: H. Rasidi, S.E

: Drs. H. Saifuddin Zaini, M.Pd.1

: Drs. Abdul Mujib Hasyim, M.Pd.I

C. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas peran dan

kinerjanya terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan

terhadap setiap permasalahan agar dapat memuaskan nurani masyarakat

yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya,

Majelis Ulama Indonesia menyusun sebuah pedoman yang mengatur

mengenai dasar umum penetapan, prosedur, dan metode dalam pemberian

jawaban masalah atau fatwa keagamaan. Pedoman tersebut tertulis dalam

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor :
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U-596/Mui/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia.

Surat keputusan tersebut mencabut Pedoman Tata Cara Penetapan
Fatwa Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama
Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. Mengingat
bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18
Januari 1986 M., telah dipandang tidak memadai untuk diaplikasikan.
Urgensi ditetapkannya kembali pedoman yang baru juga bertujuan untuk
menghindarkan serta meminimalisir adanya kesimpangsiuran atau
perbedaan jawaban mengenai persoalan yang sama yang dikeluarkan oleh
MUI Pusat dengan MUI Daerah, atau antara MUI Daerah yang satu dengan
MUI Daerah yang lain.%

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama
Indonesia Nomor : U-596/Mui/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia, penetapan sebuah fatwa harus berdasarakan
pedoman sebagai berikut:

1. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa

a) Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang

mempunyai dasar-dasar (adillah al-ahkam) paling kuat dan

membawa kemaslahatan bagi umat.

% Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor :
U/596/Mui/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pdf., diunduh
pada pada 14 Januari 2024, pukul 20.20 WIB.
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b) Dasar-dasar dimaksud pada poin a adalah Al-Qur’an, Hadis,

Iljma’, Qiyas, dan Dalil-dalil hukum lainnya.*®
2. Prosedur Penetapan Fatwa

a) Setiap masalah yang akan difatwakan harus dibahas dalam rapat
komisi, sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk
permasalahannya.

b) Untuk memperoleh kejelasan sebagaimana yang dimaksud di atas,
maka  terlebih dahulu harus mendengarkan dan
mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang
berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan.

¢) Dalam membahas masalah tersebut, pendapat para imam mazhab
dan  fugaha’ harus terlebih dahulu diperhatikan dan
dipertimbangkan dengan mengadakan penelitian terhadap dasar-
dasar atau dalil-dalil dan cara berdalil atau wayh istidlal-nya, serta
kemaslahatannya bagi umat.

d) Apabila mengenai masalah itu hanya terdapat satu pendapat,
maka komisi dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa.

e) Apabila terdapat lebih dari satu pendapat, maka komisi dapat
melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilihnya
sebagai keputusan fatwa sepanjang pendapat itu telah memenuhi
ketentuan, bahwa keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum

yang mempunyai dasar-dasar (adillah al-ahkam) paling kuat dan

% Ma’ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975..., him. 5.



56

membawa kemaslahatan bagi umat.

f) Apabila ketentuan sebelumnya tidak dapat terpenuhi, maka
komisi dapat menempuh metode ilhaq al-masail bi naza’iriha,
sepanjang memungkinkan.

g) llhag dilakukan dengan memperhatikan mulhag bih, mulhaq
alaih, dan wajh al-ilhag-nya secara seksama.

h) Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka
komisi dapat melakukan zjtihad jama’iy.

i) ljtihad jama’iy dilakukan dengan mempergunakan gawa’id
usuliyyah dan gawa’id fighiyyah dalam rangka menggali dan
mendapatkan hukum dari dasar-dasarnya.

j) Dalam Keputusan Fatwa harus dicantumkan dasardasarnya
disertai uraian dan analisis masalah serta sumber pengambilan
pendapat ulama yang dikutip.

k) Keputusan Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Komisi.

I) Setiap Keputusan Fatwa harus ditanfizkan oleh Dewan Pimpinan
dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa.

m)Surat Keputusan Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan

bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.

% Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor :
U\596/Mui/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pdf., diunduh
pada 14 Januari 2024, pukul 20.25 WIB.
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D. Metode Penetapan Fatwa

Sebelum menetapkan sebuah fatwa, hendaknya ditinjau terlebih
dahulu mengenai pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu’tabar
tentang masalah yang akan difatwakan dengan seksama beserta dalil-
dalilnya. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan
umum (mashalih ‘ammah) dan magqgasid asy syari’ah. Dengan metode-

metode sebagai berikut:

1) Metode A/ jam’u wa al tautig. Metode ini digunakan dalam masalah
yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, dengan cara
menetapkan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha penemuan titik
temu pendapat-pendapat ulama mazhab yang berbeda tersebut.

2) Metode Mugaranah, dengan menggunakan kaidah-kaidah usul figh
mugqarran. Metode ini digunakan jika usaha penemuan titik temu
tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada
hasil tarjih.

3) Metode ilhaq al-masail bi naza’iriha (menyamakan permasalah
dengan padanannya), dalam arti lain menyamakan hukum suatu
kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab, dengan hukum
suatu kasus atau masalah yang telah dijawab oleh kitab yang sudah
ada.'® Komisi fatwa dapat menempuh metode /Zhag (menyamakan

suatu kasus yang belum dijawab oleh suatu kitab dengan kasus

100} ythfi Hadi Aminuddin, “ilhaq al-masail bi naza’iriha dan Penerapannya dalam Bahth
al-Masa’il,” Al Tahrir 13, No. 2 (2013), him. 303.
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serupa yang sudah dijawab oleh kitab tertentu) dilakukan dengan
memperhatikan mulhaqg bih (peristiwa yang telah ditetapkan status
hukumnya oleh suatu Kkitab), mulhaq alaih (peristiwa yang belum
ditetapkan status hukumnya oleh suatu kitab), dan wajh al-ilhag
(keserupaan ‘illat hukum yang terdapat diantara mulhaq alaih dan
mulhag bih) secara seksama.

4) Metode Bayaniy, Ta’liliy (qiyasiy, istihsaniy, ilhaqiy), Istislahiy,
dan Sadd al zari’ah. Metode ini digunakan dalam masalah yang tidak
ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka
penetapan fatwa didasarkan pada hasil 7jt7had jama’iy (kolektif).10t

5) Metode Qauli, Metode ini adalah suatu cara istinbar hukum yang
digunakan oleh ulama dalam menentukan fatwa dengan mempelajari
masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada Kitab-
kitab figih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara
langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti
pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab
tertentu.'? prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan
sebagai berikut:

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan

di sana terdapat hanya satu gqaul/wajah'®, maka dipakailah

101 Ma’ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975..., him. 6.

102 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LkiS, 2004), him. 118.

18 Yang dimaksud gaul adalah pendapat imam mazhab, sedangkan wajah adalah
pendapat ulama mazhab. Lihat LTN NU Jawa Timur, Ahkam al-fugaha’, Solusi Problematika
Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya:
Khalista, 2004), him. 446.
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gaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam ’7barat tersebut.

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh %barat kitab dan
di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan zagrir
jama 7% untuk memilih salah satu gaul/wajah.%®

Adapun prosedur pemilihan qaul/wajah ketika dalam satu masalah

dijumpai beberapa qaul/wajah, maka dilakukan dengan memilih

salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan/atau lebih
kuat.

b) Apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
1) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

2) Pendapat ulama yang terpandai.
3) Pendapat ulama yang paling wara'.1%®

Metode penetapan fatwa yang mengacu pada teks (gaul) dari kitab-

kitab mazhab empat disebut metode gau/i, yang dalam tatanan ijtihad

dapat dipadankan dengan metode bayani. Menurut sebagian besar
para ulama bahwa metode dengan mengacu pada kitab-kitab mazhab
empat secara gau/i masih representatif untuk menjawab segala

kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.

104 yang dimaksud tagrir jama’7 adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan
terhadap satu diantara beberapa gaul/wajah. Lihat LTN NU, Ahkam al-fugaha’, him. 446.

195 LTN NU Jawa Timur, Ahkam al-fugaha’, him. 446-447.

196 TN NU Jawa Timur, Ahkam al-fugaha’, him. 448-449.



BAB IV

HASIL IJTIMA’ KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR TENTANG
TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRI

A. Metode Istinbat Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur tentang
Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri

Maksud Metode istinbat hukum di sini adalah cara yang digunakan
ulama komisi fatwa MUI untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan
hukum figh dalam perumusan fatwa. Metode 7stinbat merupakan unsur yang
sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan suatu hukum. Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur selalu memberikan respon
terhadap permasalahan yang diajukan. Selain sudah mejadi tugas pokok dan
fungsi Komisi Fatwa MUI Jawa Timur sangat memperhatikan semua aspek
yang akan digunakan untuk mengeluarkan produk hukum yang nantinya
akan menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bertepatan di
Surabaya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1443 H/28 Juli 2022 M. Komisi Fatwa
MUI mengeluarkan Keputusan Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah
Siri, Menghasilkan empat poin ketentuan hukum yang masing-masing
berdasarkan dalil al-Quran, hadits, atsar sahabat, kaidah fighiyyah, dan
pendapat para ulama yang mengambil dari kitab-kitab mu tabarah. Empat

poin tersebut yaitu:

Pertama, pernikahan siri merupakan praktek pernikahan yang
melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melanggar hukum

meski sah secara syar’i.

60
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Dalam keputusan ini, metode istinbat yang digunakan adalah
metode qauli. Yakni, cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama
dalam merumuskan masalah dengan mempelajari masalah yang dihadapi,
kemudian mencari jawabannya pada Kkitab-kitab yang shahih dengan

mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya.

Rujukan yang dipakai dalam keputusan poin pertama adalah

1. Al-Qur’an Surat al-Nisaa’ [04] ayat 59 tentang kewajiban taat

kepada pemerintah:

B

Neaedy

o 41 Uil 3y sl At fant it o

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu.”%’

2. Kaidah Fikih
Iy 2l

Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan®%®

Menurut hemat penulis, pengambilan dalil ini sangat tepat, karena di
Indonesia bukan hanya menggunakan hukum Islam sebagai landasan pokok,
namun juga hukum negara (hukum positif) berlaku. Meskipun dipandang
sah secara syar’i, namun agama juga menganjurkan untuk mentaati
pemerintah yang sah. Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menganggap bahwa

pernikahan siri termasuk perbuatan yang melanggar hukum.

him. 2.

him. 4.

107 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,

108 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
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Kedua, Istri yang ditinggal pergi suaminya selama masih dalam
batas-batas ketaatan yang tidak menggugurkan nafkah dan wajib dinafkahi,
namun kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk

melakukan gugatan fasakh kepada hakim.

Keputusan poin kedua, istinbat al-hukmi yang dilakukan yang
dilakukan oleh ulama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur juga dengan
menggunakan metode gauli. Referensi yang dijadikan rujukan adalah

a. Hadits riwayat al-Baihagi tentang hukum suami menelantarkan istri:
Y g o 3 5 ey e &1 Jo- 18w 1 ops o e

i) oy, S<ligiy &> B Sal e e sanle

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda tentang
seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dinafkahkan pada
istrinya; “Harus dipisahkan keduanya”. (HR. Al-Baihagji)!®®

b. Hadits riwayat al-Baihaqi tentang kewajiban memberi nafkah:

g :JB & —(,.ij e ) éw— & Jj.‘.a) Lt i L;Cp)— 80, Lﬁ.id“
Sty Jadl W e s Wl Wl (8 eb e L O @l
olgy 36 Yy sonil 198 ST a1 5 (8 W )b Jsel oy 2 B8 (s

i

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Saw. bahwa beliau
bersabda; “Sedekah yang terbaik adalah sedekah saat tidak butuh,
tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah
dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” Abu Hurairah
bertanya: “Siapa yang menjadi tanggung jawabku wahai
Rasulullah?” Nabi saw bersabda: “Istrimu akan berkata; berilah

109 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
him. 2.
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aku makan jika tidak ceraikan saja aku”. (HR. Al-Baihagi)!*?

Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah tentang larangan merugikan

orang lain:

,,;p‘y:rujw‘&\y&xdy“p—wmq,@—wu;d\oﬁ

axle plg (el olg, L ) o Yj

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah Saw. Bersabda: ‘“tidak (boleh)
membahayakan diri dan tidak (boleh) membahayakan orang lain”.
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)**

Hadits riwayat Ahmad tentang ajaran Islam yang mudah:
A olg imetd) &lad b e :(,ijw&\du&wwbpuwg&;

Dari Abi Umamah ra. Rasulullah Saw. Bersabda: “aku diutus
dengan (membawa) ajaran yang lurus dan mudah”. (HR. Ahmad)!2

Pendapat Sayyid Abdurrahman al-Masyhur Ba'alawi dalam Kkitab
Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 515
Jie V) seudl ¥ 5 0T ) e e o (S S ST sl
LI 5l B ST (39,0l il izl 22al) Aimias Wy ojlins] cralently
oedoy Jlasl A o CpmeddlaST LBy Llelliiindl (8 amryy caslily
o o 8 Snalll A Ll fdl) e o 5 (3 By 0 22 Sy o))
Aot op e wll) sl da medl) e Lol by ol
ONOP 1P pE (U ()

“Apabila seorang perempuan tidak mampu mendapatkan kabar

him. 3.

him. 3.

him. 3.

110 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
11 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,

112 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
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kebenaran; kesusahan sang suami, tapi perempuan tersebut
meyakini tentang kebenaran kesusahan sang suami walaupun kabar
tersebut berdasarkan dari orang yang di yakini kebenarannya. Maka
boleh bagi perempuan tersebut mengajukan fasakh. Keterangan
diatas di sampaikan Imam Al-Malibari dari Imam Ibnu Ziyad

dengan syarat kesaksian sang istri atas rusaknya pernikahan” **3

Pendapat Syaikh Khatib as-Syarbini dalam kitab Hasyiyah 'Ala al-

Ghurar al-Bahiyah, Juz 04, Hal 394.

slizol pdas 13 &l e GpBAR e 1355 LY medy ZR) ol g
by on or (S (S Skt 0 ol o gl opgll ST e daL
dpmpr 329 el jlesVl gedll o OVLE (STUL o U e
OV s Jleal ¥ &f 2 by jlael i pad Ja5 S Lol e 5y L
Sy Jlesly Sl B3 8 e 2l (a2 ga cade LS endl
Lols seedll Jazes OF Wb fa Jlaily opdes 5l ol oSG L o SEY
e &1 g 25 By ol el 3B U ) w0 Gl pedl) e

sb ol ez Yobaaas ol ~ai db O U Lbwazal 4y OV

d bl oy s OV 4T e Lo (py Azl e JLes Yy e
Wl b OB g 2 oo b e wigs of Jleal ad U 030 s O
DY Lale o Layad el iy o) B (SIS

“Syaikh Ibnu Salah dan Syekh al-Islam dan para ahli tahkik
memberlakukan atas terwujudnya gugatan fasakh yaitu ketika tidak
terpenuhinya nafkah dalam segala hal, dikarenakan hilangnya kabar
sang suami atau dikarenakan ketidakmampuan seorang hakim
menarik suaminya dan tidak ditemukan harta sang suami, maka
istrri  memfasakh pernikahan terhadap hakim dikarenakan
terealisasikannya fasakh disebabkan kesengsaraan atau kesusahan
secara pasti. Kejelasannya fasakh tidak ada masa tenggang
dikarenakan sebabnya fasakh yaitu murninya kemudharatan tanpa
melihat kemudahan dan kesulitan. Dan keterangan lain

him. 5.

113 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
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menyebutkan tidak ada hukum ketika tidak adanya hakim karena
ketidakhadiran suami. Apakah seorang perempuan boleh memfasakh
yang disebabkan kesengsaraan atau kebangkrutan suami. Apabila
sang suami tidak ada kabar dikarenakan kesengsaraan atau
kebangkrutannya maka perempuan itu boleh mamfasakh dirinya
sendiri. Mereka sepakat untuk menyerahkannya kepada hakim. Jika
kepailitan sang suami dibuktikan dengan bukti-bukti yang
menyatakan bahwa ia pailit sekarang, sekalipun ia pailit, hal itu
tidak akan terjadi kecuali jika ia menyatakan bahwa dialah surat-
suratnya, dan itu tidak merugikan pengetahuan hakim, bahwa dialah
surat-suratnya, dan dia tidak menanyakan tentang surat itu, dan
sumpah darinya yang menyatakan bahwa dia sekarang pailit,
kalaupun diterima, tidak akan ada pembatalan, atau dia akan
memberinya izin untuk itu, dengan atau tanpa tenggang waktu,
menurut pertimbangan yang bijaksana. Jika hakim kalah, maka
tidak ada arbitrase karena ketidakhadiran suami, dan bebas dari
pembatalan yang harus dibayar. merugikannya meskipun dia
mengetahui kebangkrutan tersebut ”.1**

Dalam keputusan ini ada empat hadits yang gunakan untuk dijadikan
referensi. Pada hadits pertama tentang hukum suami menelantarkan istri,
menurut hemat penulis inilah salah satu dampak yang ditimbulkan dari
adanya pernikahan siri. Pihak perempuan dalam hal ini sebagai istri akan
kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya. Kemudian pada hadits yang
kedua dan Kketiga tentang kewajiban memberi nafkah dan larangan
merugikan orang lain, meskipun nikah siri tidak mendapat perlindungan
hukum yang sah, namun suami tetap wajib memberi nafkah karena
pernikahan siri termasuk pernikahan yang sah secara syar’i. Maka dari itu
kewajiban menafkahi tetap wajib untuk dilaksanakan. Kemudian pendapat
Sayyid Abdurrahman al-Masyhur Ba'alawi dan Syaikh Khatib as-Syarbini

menyatakan bahwa istri yang tidak dinafkahi dalam segala hal (lahir atau

him. 6.

114 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
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bathin) dikarenakan tidak adanya kabar dari suami atau suami tidak mampu

menafkahi maka istri boleh melakukan fasakh.

Ketiga, dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena
melakukan pernikahan di luar pencatatan negara, istri harus melakukan
sidang itsbat nikah terlebih dahulu di pengadilan agama untuk mendapatkan

surat nikah dan selanjutnya melakukan gugatan fasakh.

Keputusan poin ketiga, istinbat al-hukmi yang dilakukan yang
dilakukan oleh ulama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur juga dengan
menggunakan metode gauli. Referensi yang dijadikan rujukan adalah Al-
Qur’an Surat al-Nisaa’ [04] ayat 59 tentang kewajiban taat kepada

pemerintah:
K AT U3l 0, il 1 Tyl 5 2, 07

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu.”**®

(V7Y o)) sladly olal kbl b gin 255 o ploy) s

“Kebijakan  pemerintan untuk rakyat harus berdasarkan
kemaslahatan.” (al-Suyuthi, a/-Asybah wa al-Nazhair, hal. 121)!16

Dalam Islam semua aspek sangat diperhatikan, bukan hanya perkara
hablumminallah dan hablumminannas bahkan menjadi masyarakat yang taat

kepada pemerintah yang sah diatur dalam Al-Qur’an.

him. 2.

him. 4.

115 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,

116 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
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Keempat, dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang itsbat nikah,
maka boleh melakukan fasakh di hadapan muhakkam dengan menghadirkan

dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika dibutuhkan.

Keputusan ini, istinbat al-hukmi yang dilakukan yang dilakukan
oleh ulama komisi fatwa MUI Jawa Timur juga dengan menggunakan

metode gauli. Referensi yang dijadikan rujukan yaitu:

1. Pendapat Imam Ibnu Shalah dalam Kitab Kumpulan Fatwa Ibnu

Shalah, Juz 02, hal 454;

i dy op abaiilglgzgilas OlE 3 ) 3 SH L 20 e @)y Dl
Jp@\évfigﬂswwpuw\uo?dbdﬂ\ya:us;
¢ Aloglede 54 glasadl

aie oydaiy adde 2aa) daly oS Legs 4l Lelad)l Of s A =2 ol
opfy oS S ga Eom ate Lads T OSG] pde e ol b pid Lede
¢ O ad e s (S O gl o S LGS
OB opms c Wl (3 LS Sy WSTUL el Ll Copm Jol jLaaslg Ll
G o JlesYl 0L gy Gally SlesYUle e Gy aisd) s
il Y S el e L BV (o3 bl ey e
aLaly s5aall e (3 SU3 S3 Al amy L)l e 2oV sy monallgs

el Bl 0,855 ammar (3 Lehiosn die I (55620 p OLA

Satu permasalahan datang dari seorang hakim; apa hukum yang
berlaku bagi seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya dan
tidak jelas kabar keberadaannya, serta tidak meninggalkan nafkah
bagi wanita tersebut, apakah bisa difatwakan boleh untuknya
menuntut fasakh sebab itu semua apa tidak? Dan apa saja pendapat
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terdahulu yang telah difatwakan terkait kasus semacam ini?.

Jawaban lbnu Shalah ra: fatwa bagi wanita tersebut selama dia
berhak dan wajib dinafkahi namun sulit untuk mendapatkannya,
disebabkan tidak adanya harta suami padanya atau di sekitarnya,
atau ada namun sulit untuk mendapatkannya meski telah ada
keputusun hukum karena tidak diketahui tempatnya, atau diketahui
namun sulit untuk memintanya, diketahui suami dalam kondisi
mampu atau tidak mampu memberi nafkah, atau tidak diketahui
kondisinya, maka wanita tersebut boleh mengajukan gugatan fasakh
nikah kepada hakim.!’

. Pendapat Syaikh Abu bakar al-Masyhur al-Bakri Utsman bin

Muhammad Syatho al-Dimyathi dalam I'anah al-Thalibin, jilid 4,

hal. 105

oSE gl el d) @) sy Jodl R de e ol ) 2 Jolds
o WSS o W e sls S d 0B O e sie JLasYl g
L) ade sLedW) o Lgedty o) Wjlr gaid o 3¢ Aid) o Yis adb)

(Vro/e) cnall b LU | e )

“Keterangan yang dapat diambil manfaatnya dari inilah keterangan
adalah tempat wajibnya perkara di angkat ke hakim atau
muhakkam. Dan tetapnya kesusahan adalah kemampuan, maka
apabila terjadi ketidakmampuan seorang istri tentang memfasakh
pernikahan dikarenakan tidak adanya hakim/muhakkam, atau ada
hakim/muhakkam tapi meminta pembayaran atau tidak adanya saksi
atau para saksi meminta bayaran, maka diperbolehkan seorang istri
memfasakh pernikahannya  sendiri besertaan bersaksi
kefasakhannya .18 I'anah al-Thalibin, jilid 4, hal. 105

Dalam keputusan ini, menurut Komisi Fatwa MUI Jawa Timur

menegaskan bahwa kata “Muhakkam” adalah seorang ulama ahli fikih yang

him. 5.

him. 5.

17 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,

118 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,
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diangkat seperti hakim oleh pihak perempuan dengan kalimat “aku jadikan
engkau sebagai hakim” (hakkamtuka), atau “aku jadikan engkau sebagai
wali” (walaituka). Menurut hemat penulis, hal tersebut adalah alternatif
terakhir yang bisa dilakukan apabila poin ketiga dari keputusan tidak dapat
dilakukan. Syaikh Abu bakar al-Masyhur al-Bakri Utsman bin Muhammad
Syatho al-Dimyathi berpendapat bahwa ketika seorang istri tidak
menemukan sorang hakim atau menemukan hakim namun tidak mampu
membayarnya maka seorang istri tersebut boleh memfasakh pernikahannya

sendiri.

Selain referensi yang penulis paparkan, masih ada beberapa referensi

yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, diantaranya:
1. Firman Allah SWT antara lain :

a. Surat al-Bagarah [02] ayat 229 tentang aturan talak:

% @@

g e Wedid Yo AT 3508 Elbs e SI8T L Wdle #0664

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat)
menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak
mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali)
khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-
hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang
(harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa
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melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."
(QS. Al-Bagarah 2: Ayat 229)1°

b. Surat al-Hajj [22] ayat 78 tentang kemudahan menjalankan syariat

Islam:
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“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan ...” (QS. Al-Hajj [22]: 78).1%°

2. Atsar Sahabat tentang kewajiban nafkah:
Akl ol OB dyalley S gy Ob wasdsl Of el gl o Inle

S ol s

Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatthab ra. bersurat kepada
para pemimpin tentara tentang para lelaki yang pergi meninggalkan
istri-istri  mereka, memerintahkan para pemimpin  untuk
mengharuskan para lelaki tersebut untuk memberi nafkah istri-istri
mereka atau menceraikannya. Dan jika menceraikan maka harus
mengirimkan nafkah yang belum ditunaikan. (HR. Al-Baihagi)*?
Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas
dan berdasarkan kaidah figh yang digunakan, bahwa pernikahan siri
merupakan praktek pernikahan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh
pemerintah dan melanggar hukum meski tetap sah secara syar'i. Secara jelas

di jelaskan bahwa pernikahan siri lebih banyak menimbulkan dampak

negatif khususnya bagi perempuan. Kemudian dalam ketentuan lain Komisi

118 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,

him. 1.
120 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,

him. 2.
121 Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022,

him. 3.
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Fatwa MUI Jawa Timur juga meminta untuk seluruh Pengadilan Agama dan
Kantor Urusan Agama (KUA) mempermudah proses isbat nikah dan fasakh

apabila sudah terpenuhi persyaratan dan ketentuannya.

Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Tata Cara
Cerai Istri dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam

Poin Pertama, pernikahan siri merupakan praktik pernikahan yang
melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melanggar hukum
meski sah secara syar’i.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2
ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku” Meskipun sah secara syari’at namun
pernikahan siri tidak dapat dibenarkan dan termasuk perbuatan melanggar
hukum, karena dampak negatif dari pernikahan siri sangatlah banyak. Bukan
hanya istri yang menjadi korban, namun juga anak yang dilahirkan dari
pernikahan siri akan mengalami dampak negatif dari pernikahan tersebut.
Salah satu dampak yg disebabkan oleh pernikahan siri adalah anak tidak
memiliki akta kelahiran, seorang anak yang dilahirkan dari nikah siri akan
kesulitan dalam hal administrasi untuk mendapatkan hak-haknya dalam
hidup bernegara.

Poin Kedua, Istri yang ditinggal pergi suaminya selama masih dalam
batas-batas ketaatan yang tidak menggugurkan nafkah dan wajib dinafkahi,
namun Kkesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk

melakukan gugatan fasakh kepada hakim.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 “jika suami atau
istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan
kepada Pengadilan Agama”.!??> Dalam pasal tersebut sudah jelas apabila
salah seorang melalaikan kewajibannya dalam hal ini adalah suami yang
tidak menafkahi, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Agama.

Ibnu Sina dalam kitabnya asy-Syifa’ mengatakan bahwa perceraian
harus diberikan jalan yang tidak boleh ditutup secara mutlak dari segala
arah. Apabila itu terjadi maka hanya akan mendatangkan bahaya dan
kekacauan, seperti dalam poin kedua dari keputusan komisi fatwa MUI. Hal
tersebut sangat bertentangan dalam Hukum Keluarga Islam yang
menghendaki keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Bagi suami memiliki
hak dan kewajiban dan bagi istri memiliki hak dan kewajiban.

Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm telah menyimpulkan bahwa Al-
Quran maupun As-Sunah telah menyatakan bahwa tanggung jawab suami
kepada istri adalah mencukupi kebutuhannya. Termasuk di dalamnya
tentunya adalah nafkah. Konsekuensinya adalah bahwa suami tidak hanya
diperbolenkan menikmati istrinya tetapi melalaikan apa yang menjadi
haknya. Karena itu jika suami tidak memberikan apa yang menjadi hak
istrinya, maka istri boleh memilih di antara dua opsi; tetap melanjutkan

rumah tangganya atau berpisah dengan suami.

- 4
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122 Kompilasi Hukum Islam, hal. 23.
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“Imam Syafi’i berkata, baik Al-Quran maupun As-Sunah telah
menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah
mencukupi kebutuhannya. Konsekuensinya adalah suami tidak boleh
hanya sekadar berhubungan badan dengan istri tetapi menolak
memberikan haknya, dan tidak boleh meninggalkannya sehingga
diambil oleh orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Jika
demikian (tidak memenuhi hak istri), maka isteri boleh memilih
antara tetap bersamanya atau pisah dengannya,”'?

Pandangan ini mengacu pada riwayat yang menyatakan bahwa

Sayyidina Umar bin Khathab RA pernah mengirimkan surat kepada para

panglima perang agar mengultimatum para suami yang jauh dari istrinya

dengan dua opsi; segera mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya.

Jika pilihannya adalah menceraikan istrinya, mereka harus mengirimkan

nafkah yang belum diberikan.
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“Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatthab ra. bersurat kepada para
pemimpin tentara tentang para lelaki yang pergi meninggalkan istri-
istri mereka, memerintahkan para pemimpin untuk mengharuskan
para lelaki tersebut untuk memberi nafkah istri-istri mereka atau
menceraikannya. Dan jika menceraikan maka harus mengirimkan
nafkah yang belum ditunaikan.” (HR. Al-Baihaqi)

Atas dasar penjelasan diatas, maka istri boleh mengajukan cerai

gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberikan

12 Muhammad Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, (Beirut: Darul Ma’rifah 1393 H), juz VII,
him, 121.
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nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak
memberikan nafkah, mesti diberikan. Karena itu merupakan hak istri.
Menurut hemat penulis nafkah yang belum diberikan dianggap utang suami
kepada istri dengan argumen bahwa agama memberikan ketentuan besaran
nafkah setiap hari untuk istri. Ini dalam pandangan Mazhab Syafi’i.
Sementara menurut Mazhab Hanafi, nafkah yang belum sempat diberikan
tidak tergolong utang suami kepada istri dengan argumen bahwa tidak ada
ketentuan untuk besaran nafkah setiap harinya.

Di antara argumen lain yang bisa dikemukakan untuk mendukung
pendapat yang menyatakan kebolehan bagi istri untuk mengajukan cerai
gugat karena suami tidak memberikan nafkah adalah firman Allah dalam

surat An-Nisa ayat 34:
b1l 2o 15257 Leg e e dleks 21 b G pledl e 008 Jis)

“Laki-laki adalah pelindung kaum perempuan, oleh karena itu Allah

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dengan sabagian yang

lainnya (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan

sebagian harta mereka...” (QS. An-Nisa [4]: 34).

Ayat tersebut dengan jelas memberikan penguatan bahwa laki-laki
adalah pelindung kaum perempuan. Karena antara lain adalah laki-laki
menafkahkan sebagian harta mereka. Dalam konteks relasi hubungan suami
istri ayat tersebut mesti dibaca bahwa suami adalah pelindung bagi istrinya
karena suamilah yang memenuhi nafkahnya. Dengan demikian, apabila

suami tidak mau memberikan nafkah, maka istri tidak memiliki pelindung.

Dan ketika tidak ada pelindung, ia boleh memilih antara tetap bersamanya
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serta bersabar dengan kondisi yang ia hadapi, atau memilih berpisah
dengannya.

Menurut hemat penulis, sekalipun pernikahan siri (tidak dicatat di
KUA) namun kewajiban menafkahi tetaplah melekat pada seorang
suami karena pernikahan siri secara syariat dianggap sah, maka segala hak
dan kewajiban tetap harus terpenuhi diantara keduanya khususnya bagi istri.

Poin Ketiga, dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena
melakukan pernikahan di luar pencatatan negara, istri harus melakukan
sidang itsbat nikah terlebih dahulu di pengadilan agama untuk mendapatkan
surat nikah dan selanjutnya melakukan gugatan fasakh.

Dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) berbunyi
"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat
diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama". Dalam KHI Pasal 7 ayat (3)
Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan :*?*

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

2) Hilangnya akta nikah;

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan:

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya undang-

undang no.1 tahun 1974;

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

124 Kompilasi Hukum Islam, hal. 3.
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halangan perkawinan menurut undang-undang no. | tahun 1974.

Dari kedua pasal diatas dapat menjadi dasar hukum atas permohonan
itsbat nikah bagi perempuan yang melakukan pernikahan siri, kemudian
dilanjutkan dengan gugatan fasakh atau cerai gugat. Pelaksanaan Itsbat
Nikah sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak
istri dan anak. Pada umumnya itsbat nikah dilaksanakan karena hilangya
akta nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan atau dengan kata lain tujuan itsbat nikah adalah untuk
melanggengkan suatu perkawinan. Namun dalam hal ini Komisi Fatwa MUI
Jawa Timur mengeluarkan keputusan tentang tata cara cerai istri dalam
nikah siri dengan melakukan itsbat nikah terlebih dahulu. Setelah penulis
membaca isi dari keputusan, memang alternatif terbaik adalah dengan cara
mengajukan itsbat nikah karena pihak suami tidak diketahui keberadaannya
oleh istri tanpa diberi nafkah, sehingga menyebabkan hak-hak istri dan anak
yang dilahirkan dari nikah siri menjadi tidak terpenuhi. Meskipun itsbat
nikah disini dalam rangka perceraian hal tersebut adalah opsi terbaik jika
memang sebuah pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan.

Dalam Hukum Keluarga Islam, terdapat kewajiban-kewajiban yang
ditentukan untuk orang tua terhadap anak. Di antaranya yaitu kewajiban
memberi nafkah, mengasuh, serta kewajiban untuk memenuhi hak anak
dalam memperoleh pendidikan. Anak merupakan penerus sebuah keluarga
yang harus ditunaikan hak-haknya oleh kedua orang tua, baik hak nafkah

maupun hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang dimaksud dengan
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nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat
materi lainnya.1?
Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak

telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alguran dan Sunnah. Salah satunya

firman Allah surat at-Thalaqg ayat 7 yang berbunyi:
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"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai)
dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan

memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. At-Talaq 65:
Ayat 7)

Dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama “Tafsir al-
Quran Tematik”, di dalamnya dikutip pendapat al-Qurtubi, menyebutkan
bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi istri dan anaknya (keluarganya)
yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini menjadi dasar
kewajiban ayah untuk menafkahi anak.'?® Al-Jazairi juga menyebutkan hal
yang sama, bahwa konteks ayat tersebut merupakan kaitan dengan besarnya

nafkah ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah dari anak

125 Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu nafagah, yang merupakan derevasi kata
infag, artinya mengeluarkan. Maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh
manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut
yang berlaku dalam tradisi setempat. Lihat dalam buku: Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis
ft Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhy &
Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), him. 616.

126 Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan
Kaum Dhuafa, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), him. 140.
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yang diasuh.t?’

Meskipun dalam ayat di atas disebutkan kewajiban memberikan
nafkah kepada para ibu, namun juga berlaku kepada anak. Mengomentari
ayat tersebut, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa nafkah dalam ayat
tersebut dibebankan kepada ayah kepada anak dan istrinya sebagai kepala
keluarga.'?® Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh Abdul Majid, di
mana penggunaan kata “maulud-lahu” atau “yang dilahirkan” yang
dimaksud para suami, untuk menggaris bawahi akan kewajiban tersebut.
Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka
kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.?°

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ayah wajib
memberikan nafkah kepada anak, dan ibu wajib merawatnya dengan baik.
Memang, terdapat ketentuan di mana seorang ayah wajib memberi nafkah
kepada anaknya. Secara umum, ketentuan tersebut ada tiga, yaitu:

a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk
bekerja (masih kecil).

b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang
menjadi tulang punggung kehidupannya.

c. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari
keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan

mudah. 130

127 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman

Hidup Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufig Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta:
Ummul Qura, 2016), him. 870.

128 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 328.

125 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, pj: Harits Fadly

dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), him. 624.

130 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Kecana
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Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila
anak fakir, tidak mampu bekerja karena masih kecil, maka wajib bagi ayah
untuk menafkahinya. Bagi anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk
menafkahinya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai
pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa
untuk bekerja untuk mencari nafkah.®! Jumhur ulama sepakat bahwa
apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang
benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka
kewajiban memberi nafkah kepada anak- anaknya tidak gugur. Apabila ibu
anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah
anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.!32

Di samping nafkah, orang tua juga wajib memberikan pendidikan
bagi anak-anaknya. Ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak
mendapatkan pendidikan anak dengan hadits Rasul yang menjelaskan
“Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat”.
Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan,
tidak mungkin kata wajib “Faridhatu” kepada yang tidak begitu penting,
sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.®®

Prenada Media Gorup, 2003), him. 240.

181 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga...him. 626

132 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Minahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 2,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 170.

133 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, pj: Harits Fadly
dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), him. 626
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Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan
pertama dan utama bagi anak-anak. Islam memberikan beban kewajiban
pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan
menemani hari-harinya hingga dewasa.'®* Imam syafi’i, sebagaimana yang
dikutip olen Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban
memberikan nafkah kepada anak- anaknya. Kemudian, wajib pula bagi
kedua orang tua terutama ayah untuk memberikan biaya pendidikan kepada
anak.1%

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-
cuma sekuang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat
pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang
memungkikan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk
megembangkan kemampuannya. Kepentingan pendidikan anak haruslah
dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya.
Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan
berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.'3®

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang
tua terhadap anak diantaranya memberi nafkah terhadapnya selama anak
belum mampu untuk bekerja. Selain itu, pendidikan anak juga wajib

dipenuhi kedua orang tua. Ayah sebagai pemimpin keluarga wajib untuk

134 Cahyadi Takariawan, Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan
Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga, (Solo: Era Intermedia,
2006), him. 316-317.

135 Abdul Qadir Mansur, Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang
Perempuan Dalam Hukum Islam, (terj: Muhammad Zainal Arifin), (Tanggerang: Nusantara
Lestari Ceria Pratama, 2012), him. 45.

136 Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. Hukum Dan Hak-hak Anak, (Jakarta: Rajawali,
1986), him. 19.
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memberi nafkah dalam arti pemenuhan materiil, sedangkan ibu wajib untuk
merawat serta mengasuh anak, memberikan pendidikan yang layak.
Sekalipun orang tua melaksanakan pernikahan secara siri, tidak melepas
kewajiban sebagai orang tua untuk tetap memenuhi hak dan kebutuhan
anak.

Poin Keempat, dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang itsbat
nikah, maka boleh melakukan fasakh di hadapan muhakkam dengan
menghadirkan dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika
dibutuhkan.

Menurut hemat penulis, poin keempat perlu dikaji terlebih dahulu
alasan seorang istri dari nikah siri tidak dapat melakukan itsbat nikah.
Apabila biaya yang menjadi masalah seorang istri dalam melaksanakan
proses itsbat nikah dan cerai gugat maka biaya perkara dapat di gratiskan
dengan melalui pos bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan
Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima
Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah
hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan
jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar

jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang
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disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)%’

Selain itu, dua gugatan yang di layangkan kepada Pengadilan Agama
dapat dijadikan satu gugatan secara satu waktu atau disebut dengan
kumulasi gugatan. Maka dari itu, untuk penguat status seorang yang
melakukan pernikahan siri kemudian ingin cerai namun salah satu dari
pasangan tidak diketahui keberadaanya, sebaiknya melakukan itsbat nikah

dan mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama setempat.

137 https://www.pa-unaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-hukum/4580,
diakses pada 19 Maret 2024, pukul 02.10 WIB.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka
penulis dapat menimpulkan :

1. Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur Tentang Tata
Cara Cerai Istri Dalam Nikah Sirri yang menetapkan empat poin
ketentuan hukum dilakukan istinbat al-hukmi dengan menggunakan
metode qauli. Yakni, istinbat hukum yang digunakan oleh ulama
dalam perumusan masalah agama dengan mempelajari masalah yang
dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada pada sumber dan kitab
shohih dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya.
Dengan kata lain, keputusan tersebut mengikuti pendapat yang sudah
jadi dan dalam lingkup mazhab tertentu. Keputusan tersebut
dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1443 H / 28 Juli
2022 M

2. Dalam keputusan fatwa poin pertama, nikah siri statusnya adalah
perbuatan melanggar hukum, karena tidak mentaati undang-undang
yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an Surat al-Nisa’
[04] ayat 59 tentang kewajiban taat kepada Allah SWT, Nabi
Muhammad SAW, dan Pemerintah. Meskipun nikah siri tetap sah
secara Syariat, namun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan,
karena tidak mendapat perlindungan hukum dan banyak memberikan
dampak negatif; khususnya bagi pihak perempuan dan anak yang
dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kemudian pada poin kedua, istri
yang ditinggal suaminya selama masih dalam batas-batas ketaatan
yang tidak menggugurkan nafkah wajib dan wajib dinafkahi, namun
kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk melakukan
gugatan fasakh kepada hakim. Poin ketiga, dalam hal istri tidak bisa
melakukan gugatan karena melakukan pernikahan di luar pencatatan

negara, istri harus melakukan sidang itsbat nikah terlebih dahulu di
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Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat nikah dan selanjutnya
melakukan gugatan fasakh. Poin keempat, dalam hal istri tidak bisa
melakukan sidang itsbat nikah, maka istri boleh melakukan fasakh di
hadapan muhakkam dengan menghadirkan dua saksi yang bisa
bertanggung jawab dan hadir ketika dibutuhkan. Semua keputusan
memiliki dasar hukum masing-masing. Dalam empat poin keputusan
fatwa tersebut Hukum Keluarga Islam menilai poin ketiga adalah
keputusan paling tepat, karena jika nikah siri sudah di itsbatkan maka
pernikahan tersebut sudah legal dan hak-hak istri dan anak dari
pernikahan siri pasca perceraian dapat terpenuhi.
B. Saran

1. Agar pemerintah lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat terkait hukum pernikahan siri dan dampak
sosialnya;

2. Agar Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA)
memberikan kemudahan dalam proses itsbat nikah dan fasakh apabila
sudah terpenuhi persyaratan dan ketentuannya;

3. Agar pihak perempuan lebih waspada dan berhati-hati dalam
menerima ajakan pernikahan siri dari pihak laki-laki dengan
memperhatikan dampak hukum dan sosialnya.

4. Agar komisi fatwa MUI untuk kedepannya menggunakan undang-
undang sebagai salah satu referensi dalam menentukan keputusan

yang berkaitan dengan hukum negara.
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